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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Figh bagaikan lautan yang tak diketahui tepinya® Demikian
dikemukakan olen Muhammad Jawa&d Mughniyyah, ketika mengantarkan
karyanya yang monumental, al-Figh ’ala Madzahib al-Khamsah.

Begitu luasnya dimensi dan ruang lingkup kajian figh, karenaia memiliki
pola hubungan yang musykil (krusial) dengan kehidupan muslim. Dalam
pergumulan kajiannya, dari satu masalah bisa bercabang-cabang menjadi
berbagai masalah (fur(’), dan tak terprediksi pula di setigp cabang itu bisa
muncul beragam aqwal (pendapat) madzhab-madzhab, bahkan beragam aqwal
fugaha’ dalam satu madzhab, dan bahkan juga bisa muncul pendapat yang
berbeda dari seorang ‘alim? Disamping itu karena figh juga berkembang
dalam jangka waktu yang sangat panjang, menyebar dan berpengaruh di
berbagai kawasan dan komunitas muslim di dunia.

Di antara empat disiplin ilmu keislaman tradisional yang mapan® yaitu
ilmu figh (“ilm al-figh), ilmu kalam atau teologi Islam (‘ilm al-kalam),* ilmu

tashawuf (‘ilm al-tashawwuf) dan falsafah (al-falsafah atau al-hikmah), figh

! Muhammad Jawwad Mughniyyah, al-Figh ’alé al-Madzshib al-Khamsah, (Bairdt: Dar
al-Jawad, 2000), hal. 11.

% 1bid.

% Nurcholish Madijid, Ibnu Taimiyya on Kalam and Falsafa, disertasi pada The University
of Chicago, 1984.

* Secara teologis, kehancuran ekonomi suatu bangsa, pada hakekatnya, disebabkan para
pelakunya teralienasi dari ajaran dan ketentuan Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW. Padahal
sgjatinya kedekatan manusia dengan Allah Swt dan gjaran Islam melalui praktik Rasulullah SAW
dalam kehidupannya sehari-hari, dalam kapasitasnya sebagai wakil-Nya di muka bumi, merupakan
roh kekuatan yang paling esensial untuk menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan bagi umat
manusia. Muhamamd Djakfar, Teologi Ekonomi: Membumikan Titah Langit Dalam Ranah Bisnis,
(Malang: UIN Maliki Press, Cetakan I, 2010), hal. vi.



(termasul llmu Ushul al-Figh-pen.)® adalah ilmu yang paing kuat
mendominasi pemahaman Muslim akan agama mereka, sehingga, karenanya,
paling banyak membentuk bagian terpenting cara berfikir mereka. Tapi ilmu
figh sendiri baru bisa terformulasi dengan baik jika dibangun di atas landasan
epistemol oginya yang kuat yangkni 1lmu Ushul Figh.

Ushul figh sebagaimana dikatakan Imran Ahsan Khan Nyazee, adalah
salah satu cabang ilmu keislaman yang sangat penting (the queen of Islamic
sciences). Alasannya adalah karena disiplin ilmu ini merupakan prasyarat bagi
kegiatan ijtihad dalam rangka menjawab berbagai persoalan hukum yang
muncul, sementara hukum Islam adalah cabang keilmuan Islam yang paling
akrab dan selalu aktual dalam kehidupan manusia. Bahkan keahlian dalam ilmu
ushul ini juga koheren dengan keahlian disiplin ilmu-ilmu lainnya,® seperti
ilmu tafsir, ilmu hadits,” “ilm al-Lughah, dll.

Ushul al-Figh tidak lain adalah medodologi hukum Isalam itu sendiri.
Produknya adalah figh. Di mana ada figh, maka di sana ada ushul figh yang
seladu mengiringi kelahirannya. Keduanya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi
senantiasa berjalin berkelindan lakasana dua sisi sekeping mata uang yang tak
terpisahkan. Oleh karena itu, pemahaman hukum Islam itu harus ditaruh dalam

pengertian yang integratif antara figh dan ushul-nya, bukan figh-nyaan sich.?

® [Imu Ushul Figh sendiri tentu juga tidak bisa dipisahkan dari induk dan cabang disiplin
ilmu lainnya seperti Ilmu Tafsir, Ilmu Hadits, [Imu al-Lughabh, dIl.

® Imran Ahsan Khan Nyazee, Theories of Islamic Law, (Pakistan: Islamic Research
Ingtitut and International Institut of 1slamic Thought, 1945), hal. 1.

” Shubhi al-Shalih, Mabahits fi ‘Uldm al-Qur’an, cet. 9 (Beirut: Dar a-‘1lm li al-Malayin,
1977), dan Shubhi al-Shalih, ‘Ulim al-Hadits wa Musthé@lahuhu, cet. 9 (beirut: Dar a-‘llm li al-
Maléyin, 1977), hal. 113-114.

8 Abdul Mughits, Kritik Nalar Figh Pesantren, cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Group,
2008), hal. 24.



Redlitas tersebut di atas, dapat dirujuk kepada berbagai proses sgjarah
pertumbuhan masyarakat Muslim masa lalu, juga kepada sebagian dari inti
semangat ajaran agama Islam itu sendiri.” Namun, figh saat ini mempunyai
dilema yang mungkin dikritisi, sehingga figh sebagai proses ijtihadi dan
dialektika antara doktrin dan realitas dapat bersuara kembali atas zaman yang
secara kontekstual berbeda dengan zaman di mana figh dikodifikasi. Apresias
terhadap hasil ijtihad ulama masa lalu bukan (hanya) dalam bentuk
pengadopsian apa adanya, melainkan rethinking (memikirkan kembali) atas
pemikiran ijtihadi dan karya mereka secara dinamis dan konstruktif. ™

Al-Qur’an menegaskan keharusan umat Islan memberikan perhatian
yang besar terhadap proses tafaqquh fi al-din (pendalaman ilmu agama), sama
besarnya ketika menghadapi urusan-urusan penting dan krusial lainnya tentang

kehidupan. Alloh SWT berfirman :
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° Nurcholish Madjid, Islam: Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang
Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodrenan, (Jakarta: Yayasan Waqgaf, Paramadina,
Cetakan I, 1992), hal. 235.

 Mun’im A.Sirry, editor, Figih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-
Pluralis, (Jakarta: Paramadina, Cetakan V, Juni 2004), hal. 2. Hartono Ahmad Jaiz dalam kata
pengantar Koreksi Total Buku Fikih Lintas Agama: Membongkar Kepalsuan Paham Inklusif-
Pluralis, mengkritik “bahwa ramai-ramailah mereka (9 orang yaitu Zainun Kamal, Nurcholish
Madjid, Masdar F.Mas’udi, Komaruddin Hidayat, Budhy Munawar-Rachman, Kautsar Azhari
Noer, Zuhairi Misrawi dan Ahmad Gaus AF), membuat buku, Fikih Lintas Agama sebagai
pengganti buku-buku fikih klasik yang mereka anggap ketinggalan zaman, tidak pluralis, tidak
inklusif dan tidak akomodeatif terhadap non-muslim. Orang-orang yang mengaku berpaham liberal
ini- sudah “gatal” ingin merobohkan wajah Islam (tradisional) yang mereka anggap ‘“kuno”
menjadi lebih “modern”. Agus Hasan Bashori, Koreksi Total Buku Fikih Lintas Agama:
Membongkar Kepalsuan Paham Inklusif-Pluralis, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, Cetakan |,
2004), hal. 261.



mereka segolongan untuk memperdalam pemahaman (figh) mereka
tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya
apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat
menjaga dirinya (Q.S. al-Taubah ayat 122).**

Kata figh dalam ayat di atas bukan terbatas pada apa yang diistilahkan
dengan disiplin ilmu figh, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum agama
Islam yang bersifat praktis dan yang diperoleh melalui penafsiran terhadap
dalil-dalil yang tafshili (detail). Tetapi kata itu mencakup segala macam
pemahaman yang intensif. Pengaitan tafagquh (pendalaman pengetahuan itu)
dengan al-din (agama), tampaknya untuk menggarisbawahi tujuan
pengintensifan itu, bukan dalam arti pengetahuan tentang ilmu agama sgja.*?

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa jihad itu setidaknya dapat dibagi
kepada jihad bersenjata dan jihad memperdaam ilmu pengetahuan dan
pemahaman tentang agama. Jika yang pergi ke medan perang itu berjihad
bertarung nyawa dengan musuh, maka yang tidak ikut berperang seharusnya
juga melakukan jihad, yakni jihad keilmuan, memperdalam figh (pemahaman)
tentang agama dalam arti yang luas, sebab tidaklah pula kurang pentingnya
jihad yang mereka hadapi. Ilmu agama wajib diperdalam, dan tidak semua

orang sanggup mempelgari seluruh ilmu agama itu secara ilmiah. Makanya

' Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: Thoha Putra,
1996), hal. 310.

12 pembagian disiplin-disiplin ilmu agama dan ilmu umum, belum dikenal pada masa
turunnya al-Qur an dan bahkan tidak diperkenalkan oleh Allah SWT dalam Islam. Al-Qur an tidak
mengenal distingsi dan polarisasi ilmu (knowledge). latidak mengenal istilah ilmu agama dan ilmu
umum, karena semua ilmu bersumber dari Allah Swt. Yang diperkenalkan-Nya adalah ilmu yang
diperoleh dari usaha manusia kasbi (acquired knowledge) dan ilmu yang merupakan anugerah
Allah Swt tanpa usaha manusia (ladunni/perennial).M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan,
Kesan dan Keserasian al-Qur an, (Ciputat: Lentera Hati, Volume 5, Cetakan V11, 2007), hal. 750.



ada pahlawan di medan perang dengan pedang di tangan,™ seperti Khalifah
Umar ibn Khaththab (w. 3 November 644 M. di Madinah), Khalifah Ali ibn
Thalib (w. 28 Januari 661 M. di Najaf-Irak), Thariq ibn Ziyad (w.720 M. di
Damaskus), Abdurrahman al-Dakhil (w, 30 Sept. 788 M. di Kordiva),
Sulaiman al-Fatih (w. 3 Mel 1481 M. di Turki), dll., dan ada pula pahlawan
yang berjihad, bekerja keras memelihara agama seperti para huffazh (sahabat-
sahabat Nabi penghafa a-Qur’an dan penghafal hadits), baik penghafal dalam
arti letterlek, maupun penghafal dalam arti penggali, penjaga, pemelihara
pemahaman-pemahaman tentang agama. Demikian pula para Tabi’in dan
Tabi’-tabi’in penulis kitab dan karya-karya besar di bidang ilmu keagamaan.
Termasuk ulama di zaman berikutnya seperti Imam al-Ghazali (1058 M./450
H. -1111M./505 H.), Ibnu Hazm al-Andalusi (994 M./386 H. — 1064 M./456
H.), Ibnu Arabi (1165 M./560 H. - 1240 M./638 H.), dlII.

Sejak wafatnya Nabi, bergantinya zaman dan generasi, mulai dari zaman
Sahabat,* tabai’in, *° tabi’uttabi’in’® (ulama salaf*’ dan khalaf), sampai masuk
zaman pra modern dan modern, tidak pernah sepi dari para pengkaji, peneliti

dan orang-orang yang memperdalam ilmu agama. Bahkan muncul upaya-upaya

¥ Hamka, Tafsir al-Azhar, (Singapura: Pustaka Nasional Cetakan V, Jilid 4, 2003), hal.
3167.

14 Zaman Sahabat Besar/Kibar al-Shahabah dihitung 11 §/d 40 H.. Muhammad K hudhari
Bek, Tarikh al-Tasyri’ al-1sl@miy, (alih bahasa Mohammad Zuhri), Indonesia, Darul lhya, 1980),
hal. 243. Dan zaman Sahabat Kecil (Shighér al-Shahabah 41 5d 100H).

> Masa Tabi’in diperkirakan berlangsung sejak Sahabat yang terakhir wafat yakni Abu
a-Thufail ‘Amir bin Watsilah al-Laitsiy, yakni pada tahun 100 H. Hingga wafatnya Tabi’in
terakhir yakni Khallaf bin Khulaifat padatahun 181 H./812 M. (Lihat At-Tahdzib (22/257).

16 Zaman Tabi’u al-Tabi’in berlangsung sejak wafatnya Tabi’in terakhir (181 H. Hingga
220 H. Namun ada juga yang menghitung zaman ini dimulai 150 H. Hingga 220 H. (http://rere-
comp.blogspot.co.id/2011/02/assunnah-periode-tabiit-tabiin.html ?m=1), diakses 4 Januari 2016.

" Masa ulama salaf berakhir sekitar tahun 241 H./855M., dengan wafatnya |mam Ahmad
bin Hanbal. Setelah itu dihitung sebagai periode ulama khalaf. Namun pendapat terkuat
mengatakan bahwa masa Salaf dimulai zaman Sahabat sampai masa Tabi’ al-Tabi’in.




mendirikan organisasi-organisasi keagamaan (Islam) untuk memperjuangkan
berkembangnya syi’ar Islam terutama di negara-negara yang berpendu*®duk
muslim atau mayoritas muslim, disamping berdirinya berbagai Universitas
Islam atau Perguruan Tinggi Islam, Madrasah-madrasah dan Pondok-pondok
Pesantren.

Di kawasan Asia Tenggara muncul organisasi hukum Islam yang disebut
dengan South East Asian Shari’ah Law Association (SEASA) yang didirikan
pada tanggal 11 Agustus 1983 di Manila (Philipina), kemudian disahkan pada
tanggal 07 Mei 1985 (17 Sya’ban 1405 H) di Bangkok (Thailand). Selain
SEASA, ada pula Sidang Menteri Agama dan Pejabat Tinggi Agama ASEAN
yang membahas soal barang gunaan dan makanan umat Islam. Sidang ini
disebut MABIMS (Menteri Agama Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia,
dan Singapura).’® Dalam setiap sidangnya, utusan dari Thailand (Selatan) dan
Philipina (Selatan) selalu hadir sebagai peninjau, karena waktu itu belum
masuk sebagai anggota. Distingsi pokok antara SEASA dengan MABIMS
bahwa SEASA berorientasi pada kajian, riset dan dinamika hukum Islam,
sedangkan MABIMS lebih bersifat praktis yaitu melakukan tindakan
pengawasan dan menyangkut hukum barang gunaan dan makanan bagi umat
Islam.

Di Indonesia sendiri — sebagai sebuah negara yang memiliki jumlah

penduduk muslim terbesar di dunia — semangat jihad keilmuan juga tidak

8 Muhammad Rawwas Qal’ah Ji, menyatakan bahwa ulama khalaf berarti ulama pasca
Tabi’ al-Tabi’'in. Lihat: Muhammad Rawwaés Qal’ah Ji, dalam Mu’jam al-Lughah al-Fugaha’
(Beirut: Dar al-Naf&'is, 1408 H./1988 M.), hal. 151.

9 sudirman Tebba, editor, Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara,
(Bandung: Mizan, Cetakan I, Juni 1993), hal. 25.



pernah berhenti. Penduduk muslim terbesar ini sesuai teori sosiologi,?
sebagian besar cenderung menghimpun diri dalam organisasi kemasyarakatan
(Isam) tertentu (lembaga sosia keagamaan), bahkan akhir-akhir ini
berkembang juga berbaga partai politik yang berlabel Islam. Diantara
organisas masyarakat (Ormas) Islam terbesar adalah Nahdlatul Ulama (NU)
yang didirikan di Surabaya oleh para ulama yang dipelopori oleh K.H. Hasyim
Asy’ari (1871-1947= 76 th.), K.H. Wahab Hasbullah (1888-1971= 93 th.), dan
K.H. Bisri Syamsuri, pada tanggal 16 Raab 1344 H. (bertepatan dengan
tanggal 31 Januari 1926 M), untuk waktu yang tak terbatas.”* Nahdlatul Ulama
adalah sebuah fenomena yang unik, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di
seluruh dunia Muslim, hak ini antara lain karena organisasinya solid, faham
keagamaannya kental, jumlah pengikutnya besar, bahkan dewasa ini berdiri
cabang-cabangnya di berbagai negara hampir di seluruh dunia.

Disaping itu adalagi ormas Islam lain yang berdiri sedikit lebih awal dari
NU, yaitu Muhammadiyah yang didiri pada 08 Dzulhijjah 1330 H (18
November 1912 M), oleh K.H. Ahmad Dahlan (Kauman Y ogyakarta, 1868-
1923M.), atas motivasi para muridnya serta temannya. Selain ia sendiri,
pengurusnya adalah Abdullah Siradj (Penghulu), Hai Ahmad, Haji

Abdurrahman, R.H. Sarkawi, Haji Muhammad, R.H. Djaglani, Haji Anis dan

? Teori dasar sosiologi menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosia yang punya

naluri untuk hidup berteman, berkelompok, baik berdasarkan kesamaan etnis, ideologi, faham
keagamaan, kesamaan profesi, atau lainnya. Para sosiolog menyebutnya dengan istilah zon
politikon, atau social animal, atau gregariousness. Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu
Pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), hal. 27-28.

“ PBNU, Anggaran Dasar NU, Hasil Muktamar NU ke 32 di Makassar, Maret 2010.



H.M. Fakih.?* Muhammadiyah sangat menekankan pada pengembangan
ijtihad, sebaliknya mengecam sikap taqlid. Mereka juga menolak bid’ah,
khurafat dan takhyul. Teologi Muhammadiyyah tampaknya lebih dekat kepada
teologi Asy’ariyah dan Saafiyah yang tradisional ketimbang teologi rasional

Mu’tazilah.>

Dalam bidang figh, Muhammadiyah menggunakan metode ijma’,
istihsan, mashlahat al-mursalat dan sadd al-dzari’ah, sebagal pendukung atas
ketiga sumber garan Islam yaitu al-Quran, Hadits Rasulullah SAW (al-
shahihah) dan persamaan ‘illat atau giyas.** Hal ini mengindikasikan bahwa
Muhammadiyah memiliki istinbath khas, tidak terikat pada metode mazhab
tertentu, namun tidak terlepas dari metode mazhab yang telah eksis.

Dinamika umat 1slam masa kini, menurut pengamat NU, Djohan Effendi,
memberikan indikasi yang jelas bahwa deskripsi tradisionalis dan modernis
sudah tidak tepat lagi dilabelkan untuk men-distingsi dua sayap utama umat
Isam Indonesia (NU dan Muhammadiyah), yang selama ini dinisbahkan
kepada kedua organisasi tersebut. Penggunaan kedua ungkapan itu dalam
konteks sekarang agak menyesatkan dan terlalu menyimplikasikan fenomena
yang kompleks sejak beberapa dasawarsa terakhir.?® Realitas mengindikasikan
bahwa citra NU, sebagai sayap tradisionalis umat Islam Indonesia, sebagai

mana diakui eksistensinya sampa sekarang, telah mengalami transformasi

2 Azyumardi Azra, Pemimpin Redaksi, Ensiklopedi Islam, Jilid 1, (Jakarta: Ichtiar Baru
van Hoeve, Cetakan 4, 1997), hal. 84.

% said Agil Husein a-Munawwar, al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki,
Editor Abdul Halim, (Jakarta: Ciputat Press, Cetakan I, Agustus 2002), hal. 316.

* 1bid., hal. 317.

% Djohan Effendi, Pembaharuan Tanpa Membongkar Tradisi, Wacana Keagamaan di
Kalangan Generas Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur, (Jakartaz PT Kompas Media
Nusantara, 2010), hal. 115.



yang signifikan, ditandai dengan, terutama, oleh kehadiran kiai-kiai muda yang
memperoleh pendidikan dari berbagai perguruan tinggi, di Indonesia maupun
di luar negeri.®

Kemudian ada juga organisasi Syarikat Islam (Sl), Persatuan Tarbiyah
Islamiyah (Perti), Persatuan Islam (Persis), Al-Washliyah, Partai Keadilan
Segjahtera (PKS) walaupun cenderung ke arah partai politik (Islam) tapi
pengambilan keputusan Dewan Fatwa Syari’ahnya hampir mendekati metode
antara NU dan Muhammadiyah (moderat), dan lain-lain. Pada prinsipnya
semua memiliki kemiripan dalam tujuan meskipun tidak persis sama, dimana
secara genera bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman,
bertagwa, cerdas, berakhlaqul karimah, makmur segjahtera, demokratis dan
berkeadilan berdasarkan nilai-nilai Isslam Ahlussunnah wa al- Jama’ah. Secara
umum semua mempunyai komitmen untuk terus mengembangkan syi’ar Islam
di bumi nusantara khususnya dan bertujuan membangun masyarakat dan umat
Isam yang segjahtera, berkeadilan dan taat mengamalkan garan agama yang
dianutnya.

Kehidupan beragama di Indonesia pada tataran ritual (ibadah dan
mu’amalah) dengan segala sarana-prasarana serta institusinya mengindikasikan
tingkat dinamika yang sangat pesat dan cukup menggembirakan. Kesemarakan
yang terjadi pada tiap-tigp momentum religius, seperti ibadah pada bulan
Ramadhan, ibadah haji menujukkan bahwa jama’ah haji Indonesia merupakan

jumlah terbesar di dunia, perayaan hari-hari besar Islam serta upacara-upacara

% | bid.
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keagamaan mengindikasikan bahwa motivasi beragama di kalangan bangsa
kita tidak sama dengan Negara-Negara Islam lainnya. Sarana ibadah, dakwah,
pendidikan dan lembaga keagamaan seperti magid, mushala, majlis
taklim,pesantren, Islamic Centre, madrasah, perguruan tinggi, Bank
(Mu’amalah wa Tanwil dan Bank Syari’ah) dan lembaga-lembaga pengkajian
Isam yang semakin banyak jumlahnya. Organisasi massa Islam dan parpol
Isam juga menjadi indikator perkembangan dan kemajuan kaum muslimin.
Kita patut mensyukuri perkembangan positif ini. Namun demikian, patut
dismak secara cermat bahwa secara quality redlitas sosia dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara mengindikasikan prestass yang agak
mengecewakan.

Semarak kehidupan beragama seperti dideskripsikan di atas terbukti
kurang memiliki korelasi positif terhadap peningkatan kualitas akhlak dan
moralitas umat dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; sehingga
mutu kehidupan bangsa tidak kunjung membaik, bahkan ada tanda-tanda
makin merosot.

Pada ranah sosial kemasyarakatan terjadi berbagai penyakit sosial yang
makin membuat miris. Penganggguran di mana-mana, kriminalitas mergjalela,
solidaritas dan nilai-nilai ukhuwwah Islamiyyah makin menipis, kekerasan dan
konflik antar kelompok sering terjadi; dan yang amat gawat perilaku
mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain telah menjangkiti
masyarakat luas, seperti kasus begal, pembakaran hutan yang mengakibatkan

ISPA (infeksi saluran pernapasan akut), kasus Narkoba (narkotika dan obat-
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obat terlarang), maraknya penipuan melalui media sosial on line yang cukup
banyak memakan korban, dan pencabulan terhadap anak yang hampir setiap
hari memakan korban yang sadis.

Dalam bidang pengelolaan pembangunan dan sumber daya negara, juga
terjadi hal yang tidak kalah buruknya. Di samping pengambilan keputusan
yang sering kurang tepat, salah urus dan in-efesiens dengan tingkat rata-rata
30 % di hampir semua sektor. Indonesia masih terus menduduki peringkat
teratas di Asia dan ketiga di dunia dalam bidang korupsi. Hampir semua orang
sepakat bahwa krisis multi dimensi yang melanda Indonesia disebabkan oleh
penyelewengan penyelenggaraan negara yang buruk dan oleh penanganan
korupsi yang kurang tegas, walaupun telah dilakukan hukuman mati seperti
kasus Bali satu, dua dan tiga (yang akan dilaksanakan), yang mendapat kritik
keras dari berbagai negara Barat yang anti hukuman bunuh karena dianggap
melanggar HAM.

Dalam pengertiannya yang kaffah (komprehensif), Islam di samping
mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, juga memberikan dasar-dasar
etika dan moral antara hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan
kemasyarakatan, ekonomi dan politik termasuk prinsip-prinsip pengelolaan
lembaga politik dan kekuasaan yang bernama al-daulah wa al-siyasah (negara
dan politik).

Berkaitan dengan fenomena maraknya korupsi dalam segala lini
kehidupan, Ketua PBNU Said Agil Sirg) mengatakan :

“Sudah lama saya meyakini, perjuangan melawan korupsi merupakan
perjuangan yang segjalan dengan spirit keagamaan (ruhul jihad). Dalam
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Siatuasi seperti sekarang ini, perang melawan korupsi bisa disepadankan
dengan jihad fi sabilillah. Tidak ada yang menyangkal bahwa korups
merupakan tindakan kejahatan, bahkan ada yang menyebut sebagal
kgiahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang tidak bisa diperangi
dengan cara-cara biasa. Karena itu diperlukan kesungguhan seluruh
kemampuan untuk meberantas kejahatan korupsi. Itulah jihad fi
sabilillah.?’

Menyimak ketentuan Allah SWT, hadits-hadits Rasulullah SAW dan
garan Isam (figh), jelas bahwa kejahatan korupsi merupakan pengingkaran
terhadap gjaran Allah SWT dan Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, merupakan
kewgjiban seluruh rakyat, baik masyarakat, penguasa, pejabat publik, para
cerdik cendekiawan serta ulama dan umara untuk melakukan amar ma’ruf -
nahi munkar (social control) dan penegakan hukum terus menerus di semua
level dari desa hingga pemerintahan pusat, agar tidak satu sen pun dari harta
dan kekayaan Negara, diselewengkan untuk kepentingan pribadi penguasa,
pejabat dan kroninya atau disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan rakyat
dan melawan tuntutan kemaslahatan dan keadilan bersama serta pelanggaran
atas syariat Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW.?

NU dalam berbagai kesempatan menyerukan dilakukannnya gerakan
memberantas korupsi dan narkoba. Bahkan dalam berbagai keputusannya, baik
dalam forum Muktamar, Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar
(Konbes), NU menegaskan sikap yang keras yaitu mengutuk korupsi dan

narkoba, melarang ulama menshalatkan jenazah koruptor.?® Hal ini diharapkan

dapat menjadi bahan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat luas,

" Marzuki Wahid & Hifzil Alim [Editor], Jihad NU Melawan Korupsi, (Jakarta:
L akpesdam PBNU, 2016), hal. vii.
% bid., hal. viii.
# Hasil Munas Alim Ulama NU di Asrama Haji Pondok Gede Tahun 2002, hal. 9.
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khususnya warga NU. Selain dari itu, NU juga memberikan saran, masukan
dan rekomendasi, bahkan tuntutan kepada pemerintah otoritas publik, aparat
penegak hukum (KPK, Kepolisian, Kgjaksaan dan Kehakiman) untuk lebih
serius memberantas korupsi dan narkoba, di antaranya adalah penerbitan buku
NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Figh.*

Apayang dilakukan NU ini juga dapat dimaknai sebagai dukungan kuat
kepada pihak-pihak yang telah melakukan upaya-upaya serius (KPK, Polisi,
Jaksa, Hakim dan BNN) untuk memberantas korupsi dan narkoba di tanah air
sebagal sumber kemerosotan pembangunan dan pengel olaan keuangan negara.

Dalam kaitan itu, K.H.M.A. Sahal Mahfuzh (Ra‘is *Amm Syuriyah
PBNU, 1999-2014) mengungkapkan bahwa korupsi merupakan tindakan
amora yang bertentangan secara diametral dengan nilai-nilai luhur yang harus
melekat pada diri seorang mukmin. Adalah kewajiban segenap umat Islam
untuk saling mengingatkan serta amar ma’ruf wa nahi munkar, dengan cara
mengembangkan budaya malu melakukan korupsi di tengah masyarakat serta
membuat gerakan anti korupsi dengan menyerukan hidup bersih dan haal
melalui mimbar-mibar agama dan di seluruh kegiatan pendidikan.®*

Banyaknya permasalahan yang dihadapi masyarakat dan bangsa

Indonesia, telah membuat berbagai organisasi terpanggil untuk ikut andil dalam

% Buku-buku tentang pemberantasan korupsi telah cukup banyak diterbitkan, antara lain,

Serial Khutbah Jum’at, Menuju Masyarakat Anti Korupsi, diterbitkan oleh Departemen
Komunikasi dan Informatika, Tim Editor, Musa Asy’ari, dkk., Jakarta: Mei 2005. Departemen
Agama, Inspektorat Jenderal, menerbitkan buku, Rencana Aksi Naisonal Pemberantasan Korupsi
dengan Pendekatan Agama, Monitoring dan Evaluasinya di Lingkungan Departemen Agama
tahun 2006-2009, Jakarta, 2006. Dan Husain Husain Syahatah menerbitkan buku, al-Risywah fi
Mizan al-Syari’ah al-ld@miyyah, penerjemah Kamran As’ad Irsyadi, Suap dan Korups dalam
Perspektif Syari’ah, (Jakarta: Amzah, Cetakan 11, Juni 2008).

% |bid., hal. xi.
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menyel esaikannya. Bahkan menurut Komaruddin Hidayat, termasuk Nahdhatul
Ulama dan Muhammadiyah sebagai “pemegang saham” bagi lahirnya Republik
ini. Keduanya merupakan ormas Islam terbesar di dunia Islam, yang lahir jauh
sebelum Republik ini berdiri. Keduanya jauh lebih tua dan Iebih besar jasanya
ketimbang semua partai politik yang sekarang lagi ikut menikmati kue
kekuasaan. *

Khusus dalam bidang hukum Islam, kontribusi kedua ormas ini, NU
dan Muhammadiyah, diimplementasikan lewat lembaga kajian hukum yang
mereka bentuk. Pada Ormas Muhammadiyah dikena adanya Majlis Tarjih
Muhammadiyah. Lembaga ini dibentuk 15 tahun setelah berdirinya lembaga
Muhamamdiyyah (1912 M) yaitu sgak tahun 1927 M, melalui keputusan
Kongres ke 16 di Pekalongan, yang disebut Majlis Tarjih Muhammadiyyah.*
Daam putusan Munas Tarjih XXIV Majlis Tarjih dan Pengembangan
Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyyah dinyatakan bahwa ijtihad
adalah mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan
merumuskan gjaran Islam, baik di bidang hukum, agidah, filsafat, tashawuf,
maupun disiplin ilmu lainnya berdasarkan wahyu dengan pendekatan
tertentu.>* Adapun metode ijtihad Muhammadiyyah sebagaimana ditegaskan

oleh Mglis Tarjihnya addah ijtihad bayani, ijtihad giyash dan ijtihad

¥ Komaruddin Hidayat, Posis NU dan Muhammadiyah; dalam buku NU dan
Keindonesiaan, karya Mohammad Sobary, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 13.

$7zain An-Ngah, Majlis Tarjih Muhammadiyah (Pengenalan, Penyempurnaan dan
Pengembangan), ahmadzain.wordpress.com, diakses, Rabu 12 oktober 2010. Pada tanggal 03
Agustus 2015 yang lalu, dibuka oleh Presiden RI, Jokowi, Muktamar Muhamamdiyyah ke 47 di
Makassar. Sedangkan NU melaksanakan Muktamar ke 33 di Jombang Jawa Timur dan dibuka
oleh Presiden Jokowi padatanggal 01 Agusuts 2015.

% Pimpinan Pusat Muhammadiyyah, Himpunan Putusan Tarjih, (Yagyakarta: PP
Muhmmadiyyah, t.th.), hal. 20.
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istishlahi,® meskipun klaim ini sebenarnya kurang tepat, karena pada
prinsipnya metode-metode tersebut telah lahir sgjak zaman ulama terdahulu,
jauh sebelum Muhammadiyah lahir dan digunakan oleh berbagai pihak.

Berbeda dengan Muhammadiyyah, pada organisass Nahdlatul
Ulamadikenal adanya Lajnah® Bahts al-Masd'il Diniyyah, yang secara
historis, cikal-bakalnya sudah ada sebelum NU itu resmi berdiri pada tahun
1926 M., kala itu sudah ada tradisi diskus di kalangan pesantren yang
melibatkan kyai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam bulletin LINO
(Lailat al-1jtima’ Nahdhat al-Oelama).*

Demikian pula dalam ormas Islam lainnya seperti Syarikat Islam (SI)
dikenal adanya Magjlis Syura, dadam Persatuan Islam (Persis) ada Dewan
Hisbah, di dalam al-Jami’ah al-Washliyyah ada Dewan Fatwa,® di dalam
Partai Keadilan Sejahtera ada Dewan Fatwa Syari’ah.*® Lembaga lain yang
bersifat semi formal di bawah naungan pemerintah (Kementerian Agama
Republik Indonesia) adalah Mgelis Ulama Indonesia (MUI), baru dibentuk
pada tahun 1975; yang memiliki Komis Fatwa sebagai lembaga ijtihadnya.
Lembaga ini (MUI), difungsikan juga untuk mewadahi seluruh organisasi

sosial keagamaan yang ada di tanah air. Kebanyakan fatwa MUI, secara

* I bid.

% Sekarang disebut Lembaga Bahtsul Masa'il Diniyyah

% KHM.A. Ssha Mahfuzh, Pengantar untuk buku: Ahkamul Fugaha (Solusi
Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Kombes Nahdhat al-Ulama
(1926-1999), yang diterjemahkan oleh Dr. H.M. Djamaluddin Miri, Lc, M.A. (Lajnah Ta’lif wa al-
Nasyr/LTNU) Jawa Timur bekerjasama dengan Penerbit Diantama Surabaya, Cet |, 2004), hal. x

¥ Ahmad Muhtadi, Bahts al-Masa'il Nahdhat al-Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran
Madzhab Kaum Tradisionalis, (Y ogyakarta: Teras, Cet |, 2012), hal 76.

¥ Dewan Syari’ah Pusat PKS, Fatwa-Fatwa Dewan Sayri’ah PKS, (Bandung: Syamil
Cipta Media, Cetakan I, April 2006).
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langsung berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dan dalam bentuk
jawaban-jawaban atas berbagai pertanyaan yang digjukan oleh pemerintah.

Lembaga-lembaga ijtihad/fatwa tersebut secara umum memiliki orientasi
dan tugas yang sama yakni merespon, mengkaji, membahas serta mencari
pemecahan masalah dan solusi hukum syar’1 atas masalah yang dihadapi umat,
terutama dalam berbagai permasalahan yang terkait dengan hukum-hukum
Islam (figh).

Masing-masing organisasi sosial keagamaan yang muncul memiliki
manhaj pemikiran hukum atau metode istinbath yang berbeda. Ulama berbeda
pendapat tentang eksistenss metode istinbath ini. Kalangan Hanafiyah dan
Syafi’iyah tidak menerima metode istinbath sebagai metode yang berdiri
sendiri dan mereka menempatkannya dalam kerangka al-giyas, sedangkan
ulama Malikiyah dan Hanabilah menempatkan metode istinbath dapat berdiri
sendiri selama memenuhi tiga syarat yaitu: Pertama, kemaslahatan itu segjalan
dengan sumber hukum yang berdiri sendiri, sesuai dengan kehendak Syari’
(Allah SWT) dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gath’i meskipun tidak
ada dalil tafshili yang menjelaskannya; Kedua, kemasalahatan itu bersifat
rasional, sehingga dapat diterima oleh logika intelektual secara umum; dan
Ketiga, kemaslahatan itu direalisaskan untuk menghilangkan kesulitan (al-
haraj);* dimana manhaj pemikiran atau metode dimaksud merupakan
kerangka kerja metodologis dan prosedural dalam penyelesaian masalah. Di

dalamnya memuat dasar-dasar, prinsip pengembangan, metodologi, sekaligus

40 Zulkayandri, Stratifikas Hukum Islam dalam Perspektif Konsep lhsan ‘1zz al-Din ibn
‘Abd al-Salam dan Relevansinya dengan ljtihad Kontemporer, (Pekanbaru: Suska Press, Cetakan
1,,2004), hal. 7.
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sistem operasionalisasinya. Maka, tidak heran kalau terkadang terjadi
perbedaan-perbedaan dalam menetapkan hukum atas suatu permasalahan.
Walaupun demikian, lembaga-lembaga ijtihad tersebut, dalam dinamika
kesgarahannya selalu berusaha merespon berbagai perkembangan kehidupan
dengan pertimbangan yang komprehensif dan senantiasa merujuk pada gjaran
Islam.

Kajian hukum di Lembaga Bahtsul Masd'il NU biasanya juga diikuiti
oleh ulama NU di luar struktur organisasi termasuk para pengasuh Pondok
Pesantren. Masalah-masalah yang dibahas umumnya merupakan kejadian
(wagi’ah) yang terjadi di masyarakat yang diajukan kepada Lembaga Syuriyah
kepengurusan NU oleh organisasi atau perorangan. Dalam memahami dan
menafsirkan gjaran Islam dari sumber-sumbernya, NU mengikuti faham ahl al-
sunnah wa al-jama’ah dan menggunakan pendekatan madzhabi (mengikuti
madzhab tertentu).

Madzhab merupakan pola pemahaman terhadap ajaran-gjaran Islam. Pola
pemahaman ini dicerminkan melalui metode ijtihad yang dirumuskan secara
tersendiri dengan menggunakan kaidah-kaidah ushdl al-figh dan al-gaw&’id al-
fighiyyah.** Sistem bermazhab ini merupakan jalan untuk mewariskan ajaran
al-Qur’an dan al-Sunnah demi terpeliharanya kelurusan serta kemurnian
agama. Hal ini juga dikarenakan ajaran yang terkandung dalam al-Qur’an dan
al-Sunnah harus dipahami dan diinterpretasikan dengan pola pemahaman serta

metode yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

“L Abdul Muchit Muzadi, NU Dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran, (Surabaya: Khalista,
2006), hal. 131. Alaiddin Koto, Ilmu Figh dan Ushul Figh: Sebuah Pengantar, Edis Revisi,
(Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cetakan 1V, Juli 2014), hal. 131.
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Nahdlatul Ulama dari dahulu dikenal sebagai kelompok yang moderat
(wasathiyyah),* terutama dalam bidang *agidah yang mungkin dirujuk ke kitab
Syarh ’Agidah Washathiyyah li Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah: Studi tentang
'Agidah Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah.*®* NU berfaham Ahlussunnah wa al-
jama’ah, yang dalam hal figh berpegang teguh pada salah satu empat madzhab
(Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali), namun dalam prakteknya ulama-ulama
NU lebih banyak berpegang (pada urutannya) dengan madzhab Syafi’i,
Hanbali, Maliki dan Hanafi. Mengikuti suatu madzhab secara konsisten dalam
semua masalah bukanlah suatu kewajiban. Justru itu, orang yang tidak
diwajibkan mengikuti suatu madzhab berarti ia boleh melakukan talfig. Kalau

bermadzhab adalah wajib dan talfiq dilarang, maka akan menyebabkan ibadah-

2 Kata moderate (mutawassith atau mu’tadil) seringkali digunakan ketika merujuk
kepada politik poros tengah yaitu seseorang yang mengambil posisi tengah (mutawassith) secara
politis (dan ekonomis). Seorang yang moderat adalah seseorang yang tidak mengambil ekstrim kiri
atau kanan dalam spektrum politik (dan ekonomi kapitalis dan sosialis), moral atau agama dari
sebuah idea atau pendapat yang berkembang. John L.Esposito, dkk.,Moderate or Radical, editor
Suaidi Asyari, Moderat atau Radikal, (Ciputat-Jakarta: Referensi, Cetakan |, April 2012), hal. 198.
Secara historis sesungguhnya istilah Muslim atau I1slam moderat, fundamentalis, radikal, militan,
jama’ah, reformis, puritanis atau modernis,telah muncul dalam kajian Islam sgjak lama, namun
istilah 1slam moderat (mutawassith) versus Islam radikal (asasi) atau ekstrimis dan jihadis yang
berkembang saat ini, muncul setelah terjadinya tragedi pengeboman terhadap World Trade Centre
(WTC) dan Pentagon di New York September Eleven 2001. Baik masyarakat Muslim atau
masyarakat Barat berbeda paradigma dalam melihat, menilai, menuduh dan menyikapi hal yang
menggemparkan duniaitu, siapa pelaku tindakan keji yang membunuh hampir 3.000 warga sipil di
Amerika Serikat. Amerika atau lebih tepatnya pemerintahan George Walker Bush (presiden AS
saat itu) gelisah dan menyadari benar bahwa untuk memerangi Islam secara total dapat
menimbulkan bencana besar di seluruh dunia Islam yang tersebar di seluruh belahan bumi. Justru
itu, perlu adanya pemilahan Islam yang mana yang harus dikategorikan sama dengan para
pendukung teroris yang kemudian harus diperangi dan Islam yang mana yang dapat dijadikan
teman. Oleh karena itu, dijadikanlah istilah Issam Moderat untuk dijadikan teman dan Islam
Radikal, Teroris atau Jihadis sebagai musuh yang harus diperangi. Maka, perang melawan teroris
sama dengan perang melawan Islam radikal (asasi), ekstrimis (mutatharrif), fundamentalis
(mutasyaddid) atau jihadis (fighter) yang muncul di sebagian belahan dunia Islam. Kemudian,
muncul pula ISIS yang berpusat di Siria dan Irak yang dianggap oleh AS juga kelompok radikal,
dan menjadi sasaran AS untuk menyerang dan menumpasnya.

3 Syaikh Sa’id ibn “Ali ibn Wahf al-Qahthani, Syarh ‘Agidah Washithiyyah li Syaikh al-
Istam Ibn Taimiyyah, Penerjemah Hawin Murtadha, Syarh ‘Agidah Washithiyyah liSyaikh al-lslam
Ibn Taimiyyah: Studi tentang ‘Agidah Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah, (Solo: At-Tibayan, Cetakan
I, t.th), hal. 71.
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ibadah yang dilakukan masyarakat awam menjadi rusak dan batal. Oleh karena
itu, kebanyakan orang awam tidak mempunyai madzhab, kalaupun ia
bermadzhab, maka madzhabnya dalam berbagai masalah adalah madzhab
orang yang memberinya fatwa. Selain dari itu, dengan dibolehkannya talfiq,
maka pintu kemudahan tel ah terbuka kepada khalayak ramai.

Daam hubungannya dengan bermadzhab ini, A. Qadri Azizy
menyatakan bahwa dengan bermadzab akan sangat terbuka untuk kemajuan
dan perkembangan, terutama sekali ketika mengarah pada bermadzhab fi al-
manhaj. Terlebih lagi ketika dikembangkan metodologi modern dengan tetap
mempertahankan historical continuity (kesinambungan secara historis), berarti
masih mengacu pada pemikiran ulama terdahulu, tanpa menempatkan pendapat
ulamaitu sebagai doktrin atau bahkan dogma yang mati (tidak boleh diutak-
atik). Dengan cara menghidupkan kajian-kajian seperti ini, berarti akan men-
cakup model-model penelitian hukum Islam yang sasarannya pemikiran ulama
masa |lalu sebagai karya ulama bukan sebagai hal yang identik dengan wahyu.**

Menurut Muhammad Atho Mudzhar, kitab-kitab figh harus
diperlakukan secara proporsiona; dintara sikap-sikap yang proporsional
dimaksud ialah :

1. Bahwa figh hanyalah salah satu dari beberapa bentuk produk pemikiran
hukum Islam.

2. Bahwa karena sifatnya sebagai produk pemikiran, maka figh sebenarnya
tidak boleh resisten terhadap pemikiran yang muncul kemudian.

3. Bahwa membiarkan figh sebagai kumpulan aturan yang tidak mempunyai

batasan masa lakuknya adalah sama dengan mengekalkan produk pemikiran
yang semestinyan temporal.*

“ A. Qadri Azizy, Reformasi Bermadzhab Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik
Modern (Jakarta: Tergju, 2003), hal. 2
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Menurut penulis, rumusan di atas perlu ditambah point ke empat,
bahwa sgjauh formulasi hukum yang tertuang dalam kitab-kitab figh (klasik)
itu masih relevan dengan perkembangan zaman, maka hukum itu masih tetap
bisa dipertahankan dan diberlakukan.

Memang sering muncul kritik bahwa forum bahtsul masa’il NU tidak
dinamis, hanya berorientasi pada gawl (pernyataan verbal) ulama bukan kepada
manhaj (metodologi) dan Syafi’iyah sentris.*® Kritik semacam ini menurut
K.H.M.A. Sahal Mahfuzh, tidak sepenuhnya benar. la tidak menerima kalau
figh dihina sebagai ilmu yang stagnan, sumber kejumudan dan kemunduran
umat, figh justru ilmu yang langsung bersentuhan dengan kehidupan riil umat.
Oleh sebab itu, figh harus di-dinamisir dan direvitalisir agar konsepnya mampu
memotivasi dan mengarahkan umat Islam meningkatkan aspek ekonominya
demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.* Dia mengambil contoh
bahwa dahulu forum bahtsul masa’il mengharamkan orang Islam memakai jas
dan das karena dianggap tasyabbuh (menyerupai) dengan orang Kkafir,
terutama Belanda dan Jepang yang menjgjah Indonesia selama 350 dan 3,5

tahun lamanya.*®

%M. Atho Mudzhar, Membaca Gelombang ljtihad: Antara Tradisi dan Liberasi, cet. 2
(Yogyakarta: Titian llahi Press, 2000 M./1402 H.), hal. 92-93

% KHMA. Sahal Mahfudz, Bahtsul-Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan
Pendek, pengantar buku: Kritik Nalar Figh NU, (Jakarta: Lakpesdam NU, 2002), hal. xiii.

47 Jamal Ma’mur Asmani, Figh Sosial Kiai Sahal Mahfuzh Antara Konsep dan
Implementasi, (Surabaya: Khalista, Cetakan |, Desember 2007), hal. xiii.

“ Yang ingin ditekankan di sini adalah proses istimbath-nya. Keputusan tersebut
ditetapkan tahun 1927 ketika rakyat Indonesia sedang berusaha membebaskan diri dari
cengkraman penjajah Belanda yang non Muslim (kafir), sedangkan celana, dasi, sepatu dan topi
adalah pakaian harian/kebanggaan mereka, sehingga nuansa anti penjgjah membuat para ulama
menganggap negatif apa yang ada pada penjajah tersebut. Namun dari perspektif budaya, karena
pakaian dan berpakaian lebih berdimensi budaya, maka celana, dasi, sepatu, dan topi adalah
produk kreativitas manusia guna menutup aurat dan menghias diri yang oleh Islam pun
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Pengharaman ini berdasarkan manhaj, karena tidak ada kitab-kitab
Figh yang secara tekstual menulis hurrima al-dasi wa al-jas liannahu.....
Kaau ditelusuri lebih jauh bagaimana keputusan itu bisa muncul, dalil apa
yang mendasari pemikiran hukum para ulama tersebut, maka kita akan
menemukan bahwa Nabi Muhammad SAW memang pernah bersabda:

2

4 DA W - ¢ -
50 ( ) _*@_ _*@_
Dari Ibnu umar Radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW

bersabda: Barang sSiapa yang menyerupai suatu kaum, maka
sesungguhnya dia telah termasuk golongan mereka.

Maka ini artinya keputusan bahtsul masd’il di atas tidak didasarkan
pada gawl atau pendapat ulama tertentu, ataupun ‘ibarat (teks) suatu kitab figh
tertentu, tetapi langsung merujuk pada nashsh (hadits) yang telah digariskan
oleh Rasulullah SAW. Inilah diantara manhaj yang digunakan oleh para Imam
madzhab, dimana mereka pertama-tama menelusuri dalil dan jawaban suatu
masalah pada nashsh a-Qur’an. Jika tidak ditemukan, maka mereka akan
mencarinnya dari a-Hadits, dan jika tidak ditemukan mereka akan mencari
dari hasil Ijm&’ para ulama, dan jika juga tidak ditemukan maka mereka akan
mencarinya dari hasil ketetapan dari proses Qiyas.

Nahdlatul Ulama sebenarnya memiliki gerbang besar atau dasar
fundamental yang sangat kuat untuk melakukan transformasi kapan sgja hal itu
diperlukan. Gerbang besar dimaksud adalah salah satu prinsip yang dipegang

teguh NU selamaini >* dan bahkan selalu di dengungkan yakni kaedah :

diperintahkan tanpa ada batasan formulasi, model, warna dan coraknya. (Lihat Ahmad Zahro,
Op.Cit, hal. 206-207). Lebih lanjut dapat dirujuk pada firman Allah, S. Al-A’raf:32 dan Al-
Ahzah:59.

“ Op.cit.

% Al-Imam Abu Daud, Sunan Abu Daud, (Beirut, Dar al-Fikr, 1994), hal 261.
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Memelihara (nilai-nilai) lama yang baik, dan mengambil (nilai-nilai)
baru yang lebih baik.

Seperti diketahui bahwa sebagai sebuah kaidah sebagaimana kaidah-
kaidah lainya, spektrum dan jangkauannya bisa sangat luas, karena daya
cakupnya yang bisa mengakomodir berbagai masalah, pada setiap zaman,
tempat, situasi dan kondisi. Demikian juga kaidah yang satu ini. Penggalan
kedua dari kaidah ini: (zla¥) sl 3aY1 ) bisa menjadi fundamen sebuah
bangunan transformasi yang luas, tidak hanya di bidang hukum Islam (figh),
tetapi juga di bidang peradaban, sosial, ekonomi, kultur (budaya), sains dan
teknologi, dst. nya.

Potens inilah yang kelihatannya belum diekspolorasi secara maksimal
dan belum diberdayagunakan secara luas oleh ulama NU termasuk Lembaga
Bahtsul Masa'il NU yang diberi tugas secara khusus oleh jgjaran Syuriyah NU
untuk memeneg secara administratif respon, kgjian dan jawaban NU terhadap
berbagai masalah keagamaan, terutama masal ah-masal ah fighiyyah.

Kaidah ini seakan hanya dihafal sebagai sebuah ilmu dan/atau motto
ber-NU, sehingga bukan hanya ulama, santri, tapi warga nahdhiyyin biasa-pun
kadang begitu fashih mengucapkan kaidah ini. Tapi bagaimana implementas
nya daam konteks pemikiran dan paradigma yang lebih luas termasuk

pemikiran hukum (figh) ? Ini masih perlu pengkajian dan penelitian yang lebih

® Kaidah ini bukan klaim tunggal NU, dan NU juga tidak pernah mengklaim sebagai
satu-satunya kaidah miliknya, hanya sgja kaidah tersebut amat populer di kalangan warga
Nahdhiyyin. (Llihat Ahmad Zahro, Tradis Intelektual NU, (LkiS, Y ogyakarta, 2004), hal. 21.

%2 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan
Masalah-masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 110.
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cermat.

Ahmad Zahro, menyatakan bahwa untuk mengambil dan memanfaatkan
nilai-nilai baru yang lebih baik tersebut, ternyata NU terkesan gamang dan
kurang bersemangat, terbukti dari keengganan LBMNU untuk menerapkan
secara operasional  metode manhajiy dalam menyelesailkan masal ah-masalah
fighiyyah; sehingga banyak permasalahan figh kontemporer yang solusinya
kurang populer dan tidak dapat menjawab tantangan dan kebutuhan zaman,
seperti tidak wajib zakat tebu, cengkih, ikan tambak dan segenisnya yang
merupakan sumber kekayaan masa kini dibanding padi, ternak lembu,
kambing dan sebagainya yang tetap dinyatakan sebagai harta kena zakat
walupun ternyata kurang memberikan haragpan pada para petani dan
peternaknya untuk dapat menjadi kaya.>

Sebenarnya kesadaran akan stagnasi perkembangan pemikiran figh di
kalangan NU tampaknya sudah mulai terasa sejak beberapa dekade terakhir,
terutama di kalangan ulama atau kyai-kyar NU yang wawasan dan bahan
bacaannya sudah luas, termasuk kyai-kyai muda yang mereka sebagian besar
telah mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi, bahkan di berbagai
Universitas besar yang ada di berbagai negara (Timur dan Barat).

Dengan latar scholarship-nya, keluasan dan keluwesan wawasannya
mereka secara berangsur-angsur mencoba melontarkan wacana transformatif,
baik melalui forum diskusi, seminar, atau tulisan-tulisan ilmiah lainnya,

maupun halagah-halagah khusus. Pada akhirnya lontaran itu mendapatkan

*Ahmad Zahro, Lajnah Bahts al-Masa'il NU 1926-1999, Tradis Intelektual NU,
(Yogyakarta: LkiS, 2004). hal. 23.
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respon dari berbagai pihak; meskipun responnya juga beragam, ada yang
setuju, ada yang kurang atau tidak setuju, ada yang masih bimbang, dsb. nya.

Puncaknya, muncullah Keputusan Munas Alim Ulama dan Konferensi
Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung tahun 1992 yang
menyepakati cara penetapan hukum di Lembaga Bahtsul Mas&'il NU dengan
sistem manhajiy. Artinya, menetapkan hukum dengan mengikuti metodologi
yang dikembangkan oleh para Imam madzhab terdahulu, sebagai prosedur
dalam memberikan jawaban terhadap suatu masalah yang terjadi. Ha ini,
dinilai sangat konstruktif, dan diharapkan mampu membawa figh ke arah yang
lebih dinamis. Keputusan ini mendapat apresiasi yang sangat besar dari para
akademisi, baik mereka yang berada di dalam organisasi NU maupun mereka
yang di luar NU. Mereka optimis, seandainya keputusan ini diaplikasikan,
maka akan muncul model-model figh baru, dan tidak akan terjadi kebekuan
pemikiran dalam menyel esaikan masal ah-masalah kontemporer.

Keputusan Munas dan Konbes Lampung 1992 ini, diperkuat dan
diperluas lagi oleh Keputusan Muktamar Ke-33 NU di Jombang Jawa Timur,
1-5 Agustus 2015, yang salah satu Keputusannya adalah tentang Metode
Istinbath Ahkédm dalam NU, yang intinya menegaskan dan memperluas
pemberlakuan penggunaan pisau analisis Ushul Figh bagi pengurus dan warga
NU ketika menjawab persoalan-persoaan figh. Selama ini NU terkesan hanya
membaca dan menjawab persoalan figh dengan kitab kuning atau pendapat-
pendapat ulama madzhab, maka sekarang mereka harus membaca persoalan

dan menjawabnya disamping menggunakan pendapat (qaul/wajh) yang ada di
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kitab kuning, juga terlebih dahulu menganalisis persoalan-persoalan yang
dihadapi itu dengan menggunakan Ushul figh.>*

Daam volume tertentu, mungkin bermazhab secara manhajiy itu
sebenarnya sudah diterapkan oleh para ulama NU sgjak dahulu walaupun tidak
disebutkan secara eksplisit dengan istilah manhajiy dan tidak pula diresmikan
melalui sebuah keputusan.®

Jawaban terhadap permasalahan yang dikgji dalam Bahtsul Masa'il
yang tidak mencantumkan dalil dari suatu kitab atau memberikan suatu
argumentas detail, setelah tidak dapat dirujukkan kepada teks suatu kitab
mu’tabar, maka digunakanlah cara manhajiy dengan mendasarkan jawaban
mula-mula pada al-Qur’an, setelah tidak ditemukan jawabannya dalam al-
Qur’an, lalu pada hadits dan begitu seterusnya yang akhirnya sampailah pada
jawaban dari ga’idah fighiyyah.*®

Selain metodologi istimbath, tranformasi dimungkinkan juga terjadi
dalam hal penggunaan referensi (sumber bacaan dan rujukan). Di masa yang
lalu kitab bacaan (kitab kuning) pegangan NU haruslah kitab-kitab tertentu
yang telah disepakati dan ditetapkan secara internal, yang dikena dengan
“Kitab Yang Mu’tabar” (al-kutub al-mu’tabarah).

Apakah seiring dengan perkembangan dunia, ilmu pengetahuan (sains),

teknologi, dan munculnya karya-karyailmiah dari para ahli/pakar, para Guru

> Baca: PBNU, Hasil-hasil Muktamar Ke-33 NU, Jombang -5 Agustus 2015M. / 16-20
Syawal 1436 H., (Jakarta, LTN-PBNU, 2015), hal. 153-172

*®A. Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Alim Ulama
Nahdhat al-Ulama Kesatu 1926 s.d. Kedua Puluh Sembilan 1994. (Surabaya: PPRMI bekerjasama
dengan Dinamika Press, 1997), hal. 364.

*Ahmad Zahro, Op.cit, hal. 124.
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Besar, Ulama terkemuka, apa yang disebut al-kutub al-mu’tabarah itu masih
dianggap satu-satunya referensi keilmuan keislaman yang dapat dirujuk, atau
disamping al-kutub al-mu’tabarah itu Lembaga Bahtsul Masa'il NU juga
melirik buku-buku karya ulama mutaakhir seperti Al-Qardhawiy, Wahbah Al-
Zuhailiy, Abdul Wahab Khallaf, dil. ?

Tidak kalah pentingnya juga untuk dilihat transformasi orientasi figh
madzhabiy, dan bagaimana respon ulama NU khususnya Lembaga Bahtsul
Masail NU tentang diskursus talfiq, yang dalam keadaan tertentu
mengharuskan mengapresiasi dan mengamalkan gawl lain madzhab. Ini karena
NU selama ini telah meniscayakan diri dalam hal figh mengikuti salah satu
madzhab yang emapat (Maliki, Hanafi, Syafi’i dan Hanbali), yang dalam
praktiknya lebih memilih Syafi’i, sehingga ada yang menjuluki Syafi’i
oriented. Yang perlu dicermati dan dikawal adalah jangan sampal
implementasi kaidah tersebut di atas melenceng dari garis garis syari’ah,
misalnyatergelincir ke pahan jaringan Islam liberal, atau Islam fundamentalis.

Secara sosiologis, sebenarnya ada banyak faktor yang bisa
menyebabkan dan mengharuskan terjadinya perubahan, baik pada alam
maupun pada manusia (sikap, cara pandang, nilai-nilai) yang akan
menghasilkan output yang berbeda dari sebelumnya.

Secara teoritis, perubahan nilai dalam masyarakat dapat dipengaruhi
oleh beberapa faktor determinan seperti tensi internal dan eksternal,>” tuntutan

modernisasi, demokrasi, kontak dengan budaya luar, perkembangan ilmu

> H.A.R. Gibb, Modern Trend in Islam (New Y ork: Octagon Books, 1978), hal. 17.
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pengetahuan dan teknologi, munculnya sikap terbuka, toleransi dan lain-lain.
Jika perubahan terjadi sebagal akibat penyesuaian diri dari anggota suatu
masyarakat secara penuh kesadaran maka disebut social change, cultural
change, socio-cultural adaptation and adjustment.”® Jika model paradigma
pemikiran figh baru ini terus dikembangkan, maka akan muncul model-model
figh baru dan tidak terjadi kgumudan pemikiran dalam menyelesaikan
masal ah-masalah kontemporer. Di samping itu perubahan pola yang terjadi di
tingkat pengurus pusat tentu akan berpengaruh terhadap cara dan pola berpikir
kepengurusan di tingkat daerah, demikian juga secara berangsur-angsur
terhadap warga Nahdhiyyin umumnya.

Disamping itu, menarik juga untuk membaca tulisan Afifuddin
Muhagjir dan Imam Nahe'i, berjudul “Fungsionalisas Ushul Figh dalam
Bahtsul Masa'il NU”. Mereka menggambarkan, apa yang terjadi selama ini
adal ah bahwa ushul figh belum digauli dan dipakai dalam merespon peristiwa-
peristiwa faighiyyah baru yang terus bermunculan. Ushul figh tidak dipakai
secara maksimal. Ushul figh belum didayagunakan secara sungguh-sungguh
sebagal perangkat metodologi untuk memproduks figh. Figh yang Kkita
gunakan sekarang masih figh lama, yakni figh yang hidup dan bergulat dengan
persoalan abad pertengahan. Figh lama dengan kukuh kita pegangi, sementara

itu figh baru belum juga lahir, misalnya figh yang berbicara tentang dunia

% Soeryono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo, Cetakan
xxvii, 1999), hal. 363 dan 364.
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internet, sistem perbankan, transaksi di bursa saham, korporasi bisnis antar

negara, seluk beluk negara demokrasi, dan sebagainya. *°

Dalam keputusan-keputusan bahtsul masa’il NU memang kita temukan
pengambilan dalil suatu hukum seakan terhenti sampai gaul/wajah (pendapat)
para ulama yang terdapat dalam kitab-kitab figh, tidak langsung (wal apun tidak
semuanya) menembus ke Al-Qur an, hadits, ljma’ atau Qiyas. Bukan berati
mengaggap ulama NU tidak faham ushul figh, tapi sikap tawadlu’ dan
Ihtiyathiy (kehati-hatian) mereka sudah menjadi penghalang untuk berinteraksi
langsung dengan al-Qur an dan a-Hadits dalam membaca dan menyelesaikan
persoalan-persoalan figh.

Untuk dapat memahami secara dalam dan rinci dinamika dan refleksika
yang terjadi dalam ormas keagamaan terbesar ini, yang para pemimpinnya
notabene adalah para ulama, khususnya Lembaga Bahtsul Masail NU, dirasa
perlu melakukan penelitian yang cermat. Untuk itu pula judul yang diangkat
dalam penelitian yang hasiinya dituangkan dalam bentuk disertasi ini adalah:

TRANSFORMASI PEMIKIRAN FIQH NAHDLATAL ULAMA .

B. Identifikasi, Batasan dan Rumusan M asalah
1. Identifikass M asalah

Ada banyak hal yang dapat diungkap bila berbicara tentang Nahdlatul

% Baca: Afifuddin Muhajir dan Imam Nahe'i, Fungsionalisasi Ushul Figh dalam Bahtsul
Masa'il NU, dalam : Imdadun Rahmat, Kritik Nalar Figh NU, (Jakarta, Lakpesdam, 2002), hal.
243-263.
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Ulama, karena organisasi ini merupakan organisasi kemasyarakatan (ormas)
Islam terbesar di Indonesia Hal-hal dimaksud antara lain konteks
historisnya, dengan melihat sgarah perkembangan pemikiran dan
dinamikanya dari masa ke masa, para tokohnya, corak pemikirannya, faham
dan ideologinya, aktifitasnya, peran dan gerakannya dalam ikut serta
membangun pemikiran hukum di Indonesia, mengembangkan dan membela
agama, dan negara, praktik amalan keagamaannya, sistem pengkaderannya;
apalagi bila ormas ini dilihat dari berbagai aspek seperti politik, sosial,
budaya, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan seni, dengan mengacu pada
kontribusinya, di samping peran utamanya dalam mengembangkan dan
menjaga syi’ar Islam. Dari judul yang diangkat, ada beberapa hal yang
muncul sebagai masalah penelitian, antara lain perubahan pola respon dan
paradigma pemikiran hukum para Ulamanya dalam menetapkan hukum
terhadap berbaga peristiwa hukum yang terjadi, apakah memang stagnan
atau dari masa ke masa terjadi pergeseran, perubahan atau transformasi. Hal
ini paling tidak bisa disorot dari beberapa aspek; antara lain aspek prinsip
bermadzhab NU, aspek penggunaan metode dari gauliy ke manhajiy, aspek
akseptabilitas talfiq, maupun aspek penggunaan buku-buku rujukan atau
yang selamaini dikenal dengan al-kutub al-mu’tabarah.
2. Batasan Masalah

Karena banyak dan luasnya spektrum masalah yang muncul dan dapat

didiskusikan, diteliti terkait dengan Nahdlatul Ulama sebagai sebuah

jama’ah dan jam’iyyah seperti digambarkan di atas, sehingga untuk
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meneliti semua, memerlukan energi, waktu, finansial, dan persiapan yang
juga banyak; karenanya pembatasan masalah menjadi hal urgen dilakukan.
Tujuannya tentu tidak lain adalah agar penelitian ini lebih fokus sehingga
dapat menghasilkan karya penelitian yang baik, menemukan jawaban
terhadap permasalahan yang akan diteliti.

Mengacu pada judul yang diangkat, maka penelitian ini difokuskan
pada pembicaraan tentang transformasi pemikiran figh yang terjadi di
kalangan Ulama atau kya di lingkungan NU, khususnya dalam proses
pengambilan keputusan akhir istinbath hukum di Lembaga Bahtsul Masa'il
Diniyah Nahdlatul  Ulama. Keputusan akhir yang dimaksud adalah
keputusan lembaga ini di tingkat nasional atau di tingkat Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama (PBNU) selama kurun waktu 1992 sampai dengan 2015;
baik keputusan yang diambil melalui forum Muktamar, Konferens,
Kongres, Rapat maupun Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU.

Secara spesifik penelitian ini diarahkan pada masalah transformasi
pemikiran figh LBM-NU dalam menyikapi, merespon dan menyelesaikan
masalah-masalah yang menjadi bidang garapannya. Biasanya masalah-
masal ah tersebut dikelompokkan dalam bidang tertentu, dan dibahas dalam
sidang komis yang dibentuk untuk itu. Setidaknya ada tiga komisi yang
biasa ditetapkan, yakni komisi Bahtsul Masa'il Diniyyah Wagji’iyyah (yang
mengkaji masalah-masalah aktual kekinian), komisi Bahtsul Masa'il
Diniyyah Maudh@’iyyah (yang mengkaji masalah-masalah yang bersifat

tematik), dan komisi Bahtsul Masa'il Diniyyah Qandniyyah (yang mengkaji
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masalah-masalah terkait perundang-undangan atau peraturan negara) yang
dianggap tidak memihak pada kepentingan rakyat dan tidak simetris dengan

konstitusi negara Republik Indonesid/UUD 1945.

3. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masadlah di atas, maka rumusan masalah
penelitian untuk disertasi ini adalah :

a. Apa yang melatari transformasi pemikiran figh di lingkungan Nahdlatul
Ulama ?

b. Bagaimana transformasi pemikiran figh tersebut terutama dalam bidang
metode istinbath al-ahkédm, orientasi rujukan madzhab, diversifikas
referensial, keraguan berijtihad, dan respon atas diskursus talfig, ?

c. Bagaimana implikasi transformas pemikiran figh itu terhdap corak
pemikiran serta sikap keberagamaan ulama NU dan warga Nahdliyyin,
termasuk terhadap perkembangan figh di Indonesia.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan :

a Mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya transformasi
pemikiran figh di lingkungan Nahdlatul Ulama terutama dalam
merespon dan menetapkan hukum untuk berbaga masalah fighiyyah
yang muncul.

b. Mengungkapkan bagaimana transformasi pemikiran figh itu dalam

bidang methode istimbath al-ahkédm, orientasi rujukan madzhab,
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diversifikasi referensial, mengantass kendala psikologis dalam
kegamangan berijtihad, dan apresiasi diskursus taffiq.

c. Ingin mengetahui implikasi dari transformasi pemikiran figh itu
terhadap corak dan sikap keberagamaan warga Nahdliyyin dan umat
Islam Indonesia, termasuk terhadap perkembangan figh di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan berhasil dengan baik dan dapat memberikan
kontribusi yang berguna untuk :

a. Menjelaskan perkembangan transformasi pemikiran figh yang terjadi di
kalangan Nahdlatul Ulama yang sekaligus merupakan representas
kemagjuan berpikir sebagian besar ulama di Indonesia dengan metode
moderat (manhgj al-mugtashid).

b. Memenuhi salah satu persyaratan penyelesaian studi pada Program S3
Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau di Pekan Baru.

c. Memperkaya khazanah kajian hukum Islam di Indonesia; karena figh dan
umat Islam adalah satu kesatuan yang padu dalam mengaksentuasikan
iman dan ihsan; di mana ada umat Islam, di sanalah figh harus eksis,
mewarnai dan menjadi denyut nadi kehidupan religi mereka. Figh adalah
tatanan keduniaan dan keagamaan yang eternal, komprehensif, universal
dan moderat, sehingga membumikan figh merupakan haat setiap

Muslim.
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D. Tinjauan Pustaka dan L andasan Teoritis
1. Tinjauan Pustaka

Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, banyak pihak
mempunyai ketertarikan dengan NU. Karena itu, banyak tulisan, penelitian
dan anlisis maupun kritik yang dilakukan terhadap organisasi ini. Tulisan dan
karya penelitian itu ada bermacam-macam, misalnya dengan kecenderungan
mengangkat tema-tema tertentu, seperti aspek politik, faham keagamaan,
peran para tokohnya, kultur sosianya, kontribusi pemikiran dan
perjuangannya, dil.

Tetapi penelitian tentang Transformasi Pemikiran Figh NU sgjauh ini
belum banyak ditemukan. Seperti dikatakan Ahmad Zahro, bahwa penelitian
tentang NU yang terkait dengan figh masih sangat sedikit, itupun dengan
kecenderungan tematis.*°

Untuk informasi lebih lengkap, berikut ditampilkan hasil istiqra’
(pelacakan) yang cermat dan runtut yang dilakukan oleh seorang peneliti asal
Belanda Martin Van Bruinessen.®

Menurut Martin, llmuan asing pertama yang memberikan perhatian
serius kepada NU adalah Ken Ward, dalam kgiannya tentang pemilu 1971.
Bab yang membicarakan tentang NU dalam buku ini masih merupakan tulisan
terbaik mengena pokok persoalan tersebut. Adalah benar bahwa NU hampir
tidak dapat diabaikan dalam sebuah kaian tentang periode tersebut, karena

diantara kontestan-kontestan pemilu, NU merupakan salah satu partai yang

%Ahmad Zahro, Op.cit, hal. 8.
8Martin Van Bruinessen, NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru,
terj. Farid Wajidi, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hal. 7-11.



paling kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Di Jawa Timur, tempat
Ken Ward melakukan pengamatannya, pemilu dalam banyak tempat
merupakan pertarungan antara Golkar, yakni partai pemerintah, dan NU.
Namun, Ward tidak hanya memperhatikan aspek yang semata-mata bersifat
politis dari kampanye dan mempelgjari subkultur yang diwakili NU dan
pandangan dunia (welt anschauung) para pemimpinnya.

Kontribus ilmiah penting lainnya adalah artikel Mitsuo Nakamura,
tentang Muktamar NU 1979 yang dihadirinya. Di samping memberikan
laporan langsung mengenal acara Muktamar (sebuah pandangan sekilas yang
langka tentang proses politik dalam organisasi ini), Nakamura berusaha
menjelaskan bagaimana pendirian radikal NU selama 1970-an bukanlah
sesuatu yang bertentangan dengan corak tradisionalnya tetapi agaknya justru
merupakan konsekwensi darinya. Setelah Muktamar 1984 di Situbondo,
Sidney Jones menerbitkan sebuah analisis yang menarik tentang perubahan
yang terjadi di tubuh NU; analisisnya benar-benar bermutu berkat
hubungannya yang dekat dengan beberapa kiyai berpengaruh dan para aktifis
pengembangan masyarakat pada periode tersebut.

Menurut Bruinessen, pada saat buku yang ia tulis ini disusun, paling
tidak ada tiga kajian lain tentang NU yang sedang dilakukan atau hampir
selesai. Ketiganya adalah disertasi doktor. Andree Feillard dari Paris telah
menyelesaikan sebuah tesis yang menyoroti perkembangan-perkembangan di
tahun 1980-an, yang (dikatakannya) mungkin akan terbit dalam waktu dekat.

Greg Fealy dari Universitas Monash (Australia) sedang menggarap tentang
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NU selana masa Demokrasi Terpimpin; tesisnya yang didasarkan atas
penelitian arsip yang luas dan banyak wawancara, mungkin akan memberikan
pandangan baru mengenai periode tersebut. Terakhir, Sabine Kuypers, dari
Leiden, melakukan kajian tentang organisas Muslimat NU dan berbagai
kegiatan sosialnya. Bruinessen, menutup sub bagian ini dengan mengatakan:
“Tampaknya NU pada akhirnya mulai mendapat perhatian ilmiah yang
selayaknya.

Selain itu ada satu buku lagi yang terbit pada tahun 2008, karya Kang
Young Soon. la adalah seorang sarjana yang lahir di Korea Selatan, dan
menyelesaikan studi S3-nya di Jurusan IImu Politik Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Sosial dan IImu Politik Universitas Indonesia (PPS-FISIP Ul)
dengan disertasi berjudul : Antara Tradiss dan Konflik: Kepolitikan
Nahdlatul Ulama, 1984-1999. la menyelesaikan studi S.3-nya pada tahun
2002.

Secara garis besar karya Kang Young Soon, ini memuat tentang
Sgjarah Organisasi Nahdlatul Ulama, kemudian tentang Tradisi Pondok
Pesantren, lalu tentang Reformasi Demokratisasi; tentang Konflik internal
Nahdlatul Ulama; dan tentang NU dan Suksesi Kepemimpinan Nasional. Jadi
disertas ini juga tidak banyak bicara tentang pemikiran figh dalam
konteksnya dengan istinbath hukum, paling jauh bisa disebut bahwa buku ini
mengandung kajian figh dalam kontek siyasah (sikap dan perjuangan politik

NU, demokratisasi, dll.).
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Tampak dengan jelas bahwa sgauh tulisan-tulisan, bak hasil
penelitian atau pengamatan tentang NU yang berhasil ditelusuri Martin Van
Bruinessen itu belum kelihatan ada yang berfokus pada persoalan sistem
kajian figh, atau pemikiran figh dalam konteks istinbath hukum, paling jauh
yang bisa dikatakan hanyalah adanya penyebutan kata "figh” yang konteksnya
dikaitkan dengan siayasah (politik, demokrasi, termasuk sosial).

Peneliti sendiri berusaha lebih jauh melakukan pencarian informasi di
luar apa yang sudah disebutkan oleh Bruinessen di atas, terutama yang punya
relevansi dengan sistem penetapan hukum (istinbath), dan transformasi
pemikiran figh. Yang ditemukan sejauh ini adalah :

1). Disertasi
a). Rifyal Ka’bah
Untuk kaian perbandingan dalam bidang hukum Islam atau figh,
diantaranya ditemukan tulisan Rifyal Ka’bah, dengan disertasi yang telah
diterbitkan menjadi sebuah buku berjudul Keputusan Lajnah Tarjih
Muhammadiyah dan Lajnah Bahts al-Masail NU Sebagai Keputusan Ijtihad
Jama’i di Indonesia, (Disertas Doktor, Universitas Indonesia, Jakarta,
1998). Disertasi ini membandingkan Lajnah Tarjih Muhammadiyah dengan
Lanah Bahtsul Masdil NU dalam hal objek kajian tentang beberapa
masalah hukum kontemporer, istilah-istilah yang digunakan, cakupan dan
bentuk keputusan, metodologi, sifat perubahan dalam keputusan, usaha
kodifikasi/kompilasi hukum, antisipasi tantangan masa depan dan lain-lain.

Mengenai Lajnah Bahts al-Masa’'il, yang dikemukakan adalah tentang
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buku-buku yang sering dikutip, metode tanya jawab dengan menggunakan
empat langkah penentuan hukum yakni merujuk kitab-kitab figh mazhab
tertentu, tagrir jama’l (penetapan hukum secara kolektif), ilhaq al-masa’il
binazhd'iriha (menganalogikan hukum permasalahan tertentu dengan
hukum kasus yang serupa), istinbath jama@’i, dan jenisjenis keputusan
Lajnah Bahts al-Masa'il.
b). Martin Van Bruinessen
Ada dua buku yang ditulis oleh Martin Van Bruinessen, tentang NU;
pertama, berjudul : NU Tradis, Relasi-relas Kuasa: Pencarian Wacana
Baru; diterjemahkan oleh Farid Wagjidi, dari judul aslinya Tradisionalist
Muslims in A Modernizing World The Nahdlatul Ulama and Indonesia’s New
Order Politics, Fictional Conflict, and The Search for a New Discourse.
Buku ini ditulis dalam 8 (delapan) bab.
Dalam Bab ketujuh, ia beri judul Wacana Penting di Akhir 1990-an I,
NU dan masalah Keagamaan. Di sinilah ia banyak menyoroti tentang figh,
fatwa, dan metode pengambilan putusan hukum terhadap berbagai masalah
agama. la seolah melihat dengan jelas adanya pola nalar tradisionalis dan pola
nalar modernis dikalangan ulama Indonesia.
Selain buku tersebut di atas, Martin Van Bruinessen, kemudian juga
mengeluarkan sebuah karya yang berjudul, Kitab Kuning, Pesantrean dan
Tarekat: Tradisi-tradisi Isamdi Indonesia. Buku ini iabagi dalam dua pokok

bahasan besar; pertama pada bagian |, ia membahas secara panjang |ebar
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tentang Pendidikan Tradisional Isslam di Indonesia, dan pada bagian Il ia
mengkaji tentang Tarekat-tarekat dan Perkembangannyua di Indonesia.
c). Ahmad Zahro

Selain itu ditemukan juga sebuah disertas yang ditulis oleh Ahmad
Zahro, dengan judul: Lajnah Bahts al-Masa’'il Nahdlatul Ulama 1926 — 1999
(Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Figh). Tulisan ini juga telah
diterbitkan menjadi sebuah buku dengan judul: Lajnah Bahts al- Masa'il
Nahdlatul Ulama 1926-1999, Tradis Intelektual NU, terbit dengan cetakan
pertama Oktober 2004. Tulisan ini mengkaji tentang eksistensi dan produk
fatwa atau keputusan hukum yang dilahirkan oleh Lgnah Bahtsul Masall
Nahdlatul Ulama segjak beridinya organisasi ini pada tahun 1926 sampai
dengan tahun 1999. Secara substantif, kajian dalam buku ini mengarah pada
studi tentang Lajnah Bahtsul Masail NU, yang merupakan satu forum kajian
yang membahas berbaga persoalan keagamaan Islam di lingkungan
organisasi yang secara figh berafiliasi pada empat imam mazhab (Mazhab
Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali). Dan lebih spesifik lagi, buku ini
mencoba melakukan analisis kritis terhadap kitab-kitab yang menjadi rujukan
dalam forum bahtsul masail, yang biasa disebut sebagai al-kutub al-
mu’tabarah, metode istinbath hukum yang digunakan, serta keputusan hukum
yang dihasilkan.®

d). Ahmad Arifi

2Ahmad Zahro, Op.Cit., hal. ix.
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Sebuah buku yang ditulis Ahmad Arifi (yang diduga merupakan
pengembangan dari disertasi) berjudul: Pergulatan Pemikiran Figh Tradisi
Pola Mazhab, cetakan pertama terbit November 2008, dan cetakan kedua
terbit Januari 2010. Buku ini berupaya menyuguhkan salah satu aspek sgjarah
sosial dan intelektua umat Islam dalam konteks pemikiran Islam di
Indonesia, khususnya berkenaan dengan dinamika pemikiran figh (hukum
Islam) di kalangan ulama Nahdlatul Ulama (NU). Akhirnya ia melihat ada
tiga corak nalar figh yang berkembang dan dibangun oleh ulama NU baik
secara perorangan maupun kolektif, yakni corak naar figh formalistik
tekstual, corak nalar figh sosia kontekstual dan corak nalar figh kritis-
emansipatoris. Ketiga bentuk nalar figh NU di atas berkembang dalam
berbagai diskursus pemikiran figh dan berinteraksi secara dinamis yang
tereskpresikan dalam forum Bahtsul Masa'il.

2). Tesis
Selain disertasi, ditemukan juga Tesis magister yang membahas tentang
NU dari aspek kgjian figh atau istinbath hukum, antaralain oleh :
a). Radino
Sebuah hasil penelitian individual yang dilakukan oleh Radino,
Y ogyakarta, berjudul Metode Istinbath Hukum Dalam Muhammadiyah
dan Nahdlatul Ulama (Studi Perbandingan Terhadap Keputusan Majelis
Tarjih dan Bahtsul Mas&'il Pada Masalah-masalah Figh Kontemporer).
Penelitian ini memfokuskan bahasannya pada perbandingan keputusan

dari dua lembaga hukum Islam di dua ormas Islam ini, khususnya dalam
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hal yang terkait dengan masalah-masalah figh kontemporer. Penelitian ini
merupakan lanjutan dari penelitian untuk tesis yang dilakukan oleh
Radino, ketika menyelesaikan studi S2 (Magister)-nyadi IAIN ar-Raniry,
Banda Aceh, pada tahun 1997; di mana tesis ini membahas enam
masalah figh kontemporer yang diambil dari keputusan Bahtsul Mas&'il
daam Munas Alim Ulama tahun 1992 di Bandar Lampung dan
Muktamar XXIX tahun 1994 di Taskmaaya. Kesimpulan yang
dikemukakan oleh Radino adalah NU |ebih banyak menggunakan metode
ijtihad ta’lilT (didasarkan pada ’illat) dan istishlahi (bertumpu pada asas
kemaslahatan), serta sedikit sekali mengembalikan kepada kitab-kitab
figh klasik.
b). Abdul Mugits

Tesis Abdul Mughits ini ditulis ketika ia menyelesaikan studi
Magister (S2)-nya di Program Pasacasarjana IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta tahun 2002/2003. Tesis ini diedit dan diterbitkan dalam
bentuk buku dengan judul, Kritik Nalar Figh Pesantren. Abdul Mughits
melakukan penelitian di tiga pesantren besar Salafi, yakni Ploso,
Lirboyo, dan Ma’had ‘Ali Situbondo. Buku ini menyimpulkan antara
lain, dalam wilayah hukum Islam di antara karakternya (pesantren NU)
adalah kecenderungan kuat mereka dalam menganut paham figh
madzhabi, terutama mazhab Syafi’i, metode istinbath-nya yang bercorak
gauliy dan tidak mengembangkan aspek metodologinya (ushdl al-figh).

Karakter ini masih dapat ditemukan di sebagian pesantren Salafi, seperti
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Ploso, dan Lirboyo. Di dua pesantren ini mazhab Syafi’i masih sangat
dominan. Dominasi itu ditandai oleh empat hal, yaitu: (1) hampir semua
kitab figh dan ushil-nya yang digjarkan adalah Syafi’iyyah; (2) kitab-
kitab Syafi’iyyah tersebut menjadi referensi standar dalam bahtsul
masa’il; (3) praktik keagamaan mereka, terutama dalam wilayah
‘ubddiyyah, mengikuti figh mazhab Syafi’i dan; (4) mazhab ini sering
diformalkan dan diverbalkan sebagai pegangannya dalam hukum Islam.
c). Ahmad Khoirul Anam

Tesis Ahmad Khoirul Anam, berjudul: Pola Istinbath Hukum
dalam Nahdlatul Ulama (Kajian Hasil-hasil Bahtsul Mas&'il 1992-
2010). Ini merupakan tulisan terbaru saat ini mengenai NU karena ditulis
untuk penyelesaian studi Magisternya di Unisma Malang sekitar bulan
Juni tahun 2012. Penelitian ini lebih berfokus pada lahirnya keputusan
mengenai sistem pengambilan keputusan hukum di lingkungan Nahdlatul
Ulama dalam Munas Alim Ulama NU 1992 di Bandar Lampung, serta
penerapan keputusan tersebut dalam forum-forum Bahtsul Mas&'il yang
dilakukan.

Ahmad Khairul Anam, antara lain berkesimpulan bahwa lahirnya
sistem pengambilan keputusan tersebut merupakan klimaks dari gerakan-
gerakan pembaharuan yang digelontorkan oleh kalangan kiyai muda NU
semenjak tahun 1980-an. Gerakan yang menuai pro dan kontra di
kalangan kiyai muda dan kaum intelektual pesantren ini bermula dari

kegelisahan kaum muda mengenai perlakuan yang berlebihan kalangan
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pesantern terhadap khazanah ulama (kitab kuning) yang ditulis pada
puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Secara teknis mengarah pada
forum bahtsul masd’il sebaga forum pengambilan keputusan yang
dinilai sering tidak peka terhadap berbagai problem yang berkembang di
masyarakat, dan sering mengecewakan karena tidak berhasil membahas
kasus yang digukan oleh masyarakat hanya karena tidak ada petunjuk
atau ta’bir dari kitab-kitab mu’tabarah, atau kitab-kitab kuning yang
menjadi rujukan dalam bahtsul masa’il.
3). Buku-Buku
a). Imdadun Rahmat

Buku yang diberi judul, Kritik Nalar Figh NU, dieditori oleh
Imdadun Rahmat, ini merupakan kumpulan tulisan dari beberapa orang
pakar tentang berbagai aspek dan pemikiran hukum di kalangan ulama
NU. Buku ini diberi pengantar oleh K.H. M.A. Sahal Mahfuzh, dengan
judul: Bahtsul Masa’il dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan
Pendek. Buku ini dibagi oleh penulisnya dalan 3 (tiga) bagian. Dalam
bagian ketiga dan ini yang penting, ia beri judul, Kritik dan Tawaran:
Menjembatani Citadan Realita. Bagian ini beirisi 5 (Ilima) tulisan; yakni :
Pertama, berjudul, Epistemologi Hukum Islam Perspektif NU oleh M.
Ishom El Saha; kedua, "Bahtsul Masa'il Fighiyyah NU: Antara Ide dan
Fakta, oleh A. Chozin Nusuha; ketiga, Tradisi Bahtsul Masa'il NU: How
Low Can You Go, oleh Sumanto al-Qurthubi; keempat, Menyod

Efektifitas Bahtsul Masa'il oleh Khatib Soleh; dan kelima,
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Fungsionalisasi Ushll figh dalam Bahtsul Masa'il NU oleh Afifuddin
Muhajir dan Imam Nahe’i.
b). Ahmad Muhtadi

Karya Ahmad Muhtadi, yang berjudul : Bahtsul Masa'il Nahdlatul
Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Madzhab Kaum Tradisionalis,
terbit pertama kali pada awal tahun 2012. Buku ini memilih Lembaga
Bahtsul Masa'il NU Provins Jawa Timur sebagai objek (lokus)
kajiannya. Demikian beberapa tulisan baik disertasi, tesis maupun buku-
buku yang mengungkap tentang NU yang berhasil dilacak. Ini semua
akan memperjelas posisi penelitian yang sedang digarap ini, dimana
peneliti akan memfokuskan perhatian pada pencarian atau penyelidikan
tentang perubahan paradigma pemikiran figh yang terjadi di kalangan
Nahdlatul Ulama terutama yang direpresentasikan oleh Lembaga Bahtsul
Masa'il Diniyah.

Tulisan-tulisan tersebut di atas belum ada yang secara spesifik
membahas tentang transpformasi pemikiran figh Nahdlatul Ulama, di
sinilah letak distings yang dilakukan kajian ini. Di mana penéliti
mencoba menggali secara |ebih mendasar proses transformasi itu terjadi
di tubuh NU, metode yang diterapkan oleh lembaga bahtsul masa'il NU
dalam menetapkan hukum dan konsekuens atau implikasinya terhadap
sikap keberagamaan warga NU, serta implikasinya bagi perkembangan

figh di Indonesia khususnya.



2., Landasan Teoritis
Untuk menghindari terjadinya persepsi yang berbeda terhadap fokus
kajian dan penelitian ini, perlu ada penegasan istilah yang diperguanakan,
sehingga secara operasional tidak terkendala oleh terjadinya perbedaan
pemahaman menyangkut hal-hal yang dibahas berkaitan dengan penggunaan
istilah-istilah berikut :

a. Transformasi pemikiran figh adalah sebuah istilah yang digunakan untuk
menggambarkan dinamika, perubahan cara, pola atau paradigma berpikir
tentang sesuatu hal atau suatu masalah, khususnya bidang pemikiran figh
dalam Nahdlatul Ulama. Transformasi berasal dari kata noun (ism) dalam
bahasa Inggris transformation (tahwil) artinya perubahan.®

Secara etimologis figh berasal dari bahasa Arab yang merupakan
bentuk mashdar dari akar kata fagiha, yafgahu, faghan, (L — 4as, — &)
yang mengandung beberapa makna, seperti al-fahm, (pengertian), al-’ilm
(ilmu), al-hadzg (ketajaman pemikiran) dan al-fathanah (kecerdasan).
Menurut istilah ahli bahasa al-figh adalah al-’ilm bisysyai‘i walfahmu lahu
(ilmu dan pemahaman tentang sesuatu).** Secara ’urf, figh telah menjadi
nama khusus bagi ilmu furd’ syari’ah.®® Secara terminologi (ishthilahan)
ulama figh seperti Imam al-Ghazali (w. 505 H.), seperti yang dikutip oleh
Zulkayandri, rujukan figh sunni, mengemukakan bahwa al-’ilm bil-ahkéam
al-syar’iyyah al-muktasab min adillatiha al-tafshiliyyah (llmu yang
mempelgari hukum-hukum syara’ praktis yang digali dari dalail-dalil yang

% Raed al-Jabari, editor, Oxford Essential Arabi dictionary: English-Arabic and Arabic-
English, (New Y ork: Oxford University Press, First Edition Published 2010), hal. 177.

6 Jamaluddin Muhammad Ibn Manzhir a-Afrigi a-Mishri, LisAn al-‘Arab, Jilid XIII,
(Bairut: Dar al-Fikr, 1990), hal. ...

% bid, hal. hal. 522.
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rinci).®® Figh sebagai ilmu tentang segala hukum sebagai batasan dari ilmu
tauhid (teologi), tashawuf dan falsafat, seperti dzat, sifat dan hakekat.
Sedangkan kata al-syar’iyyah untuk membedakannya dari hukum yang
diproduk oleh akal manusia, seperti Hukum Yunani, Romawi, China,
India, Persia, Eropa dan Amerika. Adapun kata al-muktasab mengandung
makna bahwa hukum itu di-istinbath fagih dengan mengerahkan segala
daya upaya dan kemampuan (ijtihad), maka hukum syara’ yang diperoleh
dari dalil gath’ al-daldlah tidak dinamakan figh. Dalil-dalil yang rinci
maksudnya adalah dalil yang mengindikasikan suatu hukum tertentu,
seperti dalil yang menentukan tentang cara melaksanakan ibadah dan
mu’amalah, seperti shalat, puasa, zakat, haji, nikah, jual beli, dil. Dalam
hal ini yang dimaksud adalah perubahan pola pemikiran figh di kalangan
ulama atau Kiyai NU dari waktu ke waktu atau dari suatu dekade ke
dekade berikutnya dalam merespon dan meng-istinbath hukum suatu
masalah.

Menurut Ahmad Arifi,®” bahwa nalar pemikiran figh dalam NU yang

berkembang selama kurun waktu tahun 1990-an sampa 2004 dapat

diidentifikasi dalam tigamodel paradigma figh, yaitu sebagal berikut:

1). Paradigma Figh Formalistik-Tekstual. Figh ini direpresentasikan oleh
Lembaga Bahtsul Masd’il Nahdlatul Ulama (LBMNU). Proses
pendaran figh mode ini menggunakan pendekatan normatif-
formalistik-tekstual mazhabi (Restriction Approach) di mana pola

bermazhab secara qauliy sangat dominan.

% Zulkayandri, Figih Mugaran: Merajut “Ara’ al-Fugaha dalam Kajian Fikih Perbandingan
Menunju Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Aturan Hukum Kontemporer, (Pekanbaru: PPs UIN
Suska riau, Cetakan I, Juni 2008), hal. 2.

" Ahmad Arifi, Pergulatan Pemikiran Figh Tradis Pola Madzhab, (Y ogyakarta: eL SAQ
Press, 2008), hal. 263-264.
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2). Paradigma Figh Sosial-Kontekstual. Figh ini direpresentasikan oleh
pemikiran figh sosiad K.H.M.A. Saha Mahfuzh, dan komunitas
Ma’had ’Ali Pondok Pesantren Salafiyah Situbondo, dengan figh
rakyat dan figh realitasnya. Proses penalaran dari model paradigma ini
menggunakan pendekatan sosio-historis (Socio-Historical Approach),
d mana pola bermadzhab dipahami secara dinamis. la tetap
mempertahankan warisan klasik (kitab-kitab figh madzhab) sebagai
referensi primer, namun perlu dikontekstualisasikan. Pola bermadzhab
secara manhajiy lebih diapresiasi, tanpa meninggalkan pola
bermadzhab secara qauliy, dengan mengkontekstualisasikannya
berdasarkan kemaslahatan umat sekarang. Paradigma ini tidak
menolak kitab-kitab figh non-madzhab dan karya ulama modern
sebagal sumber, selama itu memiliki argumen dan dasar yang jelas.

3). Paradigma Figh KritisEmansipatoris. Figh ini juga bisa dikatakan
sebaga Figh Transformatif. Model paradigma figh ini
direpresentasikan oleh pemikiran figh (Islam) emansipatoris Masdar
Farid Ma’udi. Penalaran dari model paradigma ini dapat dikatakan
sebagal nalar figh liberal yang berusaha merekonstruks figh model
madzhabi. la tidak lagi terikat oleh pengaruh figh madzhab, tetapi
lebih memilih menggunakan ijtihad sendiri dengan pijakan utama

pada magashid al-syari’ah, yakni al-mashlahah.
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Ketiga bentuk nalar figh NU di atas berkembang dalam berbagai
diskursus pemikiran figh dan berinteraks secara dinamis yang
terekspresikan dalam forum Bahtsul Mas&'il.

b. Lembaga Bahtsul Mas&'il Diniyyah (lembaga pengkajian masalah-masalah
keagamaan) adalah salah satu Lembaga (lajnah) dalam organisasi
(jam’iyyah) NU yang berfungsi sebagai suatu forum pengkajian yang
membahas berbagai masalah agama terutama bidang figh, dan menetapkan
hukum atas masalah-masal ah yang menuntut kepastian hukum.

Dalam bidang figh mereka mengacu kepada empat mazhab (sunni)
yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali. Sgak Muktamar Cipasung,
tahun 1996 Lembaga Bahtsul Masa'il dibagi menjadi tiga sub-komisi,
yaitu: Komisi Bahtsul Masa'il Diniyyah al-Waqi’iyyah (pengkajian
masalah-masalah  keagamaan aktual, (istilah yang sgak lama
dipergunakan), Komisi Bahtsul Masa'il Diniyyah al-Maudh(’iyyah
(pengkajian masalah-masalah keagamaan konseptual, istilah baru yang
secara nyata mulai dilaksanakan bersamaan dengan Muktamar XXIX
tahun 1994 di Taskmalaya, Jawa Barat, baru secara resmi digunakan
dalam Munas Alim Ulama NU tahun 2007 di Lombok Tengah, Nusa
Tenggara Barat. Dan Komisi Bahtsul Masa'il Diniyyah Qandniyyah (yang
mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia
terutama yang terkait dengan kehidupan sosia keagamaan (baru dibentuk

dan diterapkan pada Muktamar 32 di Makasaar, Sulewesi Selatan).



48

Perlu ditegaskan juga bahwa dalam penelitian ini disebut Lembaga
Bahtsul-Masa'il, sebagai ringkasan dari tiga cakupannya (wagi’iyyah,
maudhu’iyyah dan ganuniyyah); karena dimungkinkan terjadi salah
persepsi, tentang Bahtsul Mas&d'il dan Lembaga Bahtsul Mas&'il. Yang
pertama adalah sebutan bagi suatu proses, sedangkan yang kedua adalah
sebutan bagi wadah atau institusinya, walaupun dalam penuturan sehari-
hari antara keduanya sering disamakan dengan hanya disebut Bahtsul
Masa'il.

E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini pada prinsipnya termasuk jenis penelitian kepustakaan
(library research) yang berbasis data tertulis berupa buku-buku, atau tulisan
lainnya yang relevan dengan tema bahasan. Library Research, yaitu jenis
penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada penelaahan, pengkajian dan
pembahasan literartur-literatur. Namun untuk melengkapi data tertulis,
peneliti juga mengumpulkan informasi dari beberapa informan yang
dianggap perlu.
Ada dua jenis data yang dicari dan digunakan dalam penelitian ini,
yakni data primer dan data sekunder.
a. Data Primer
Data primer berupa data atau informas tentang perkembangan pola
pemikiran figh di kalangan NU khususnya di Lembaga Bahtsul Masa'il

NU dalam menetapkan hukum suatu masalah atau peristiwa; mulai dari
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latar terjadinya transformasi, bidang-bidang yang mengaami
transformasi, dan implikasi dari dinamika yang terjadi.

b. Data sekunder adalah berupa informasi penunjang lain yang terkait
dengan subjek matter penelitian, yang dapat membantu memperjelas,
atau memperkaya bahan kajian untuk mendukung analisis guna
mendapatkan kesimpulan penelitian yang akurat; termasuk dalam hal ini
informasi tak tertulis berupa hasil wawancara dengan beberapa orang
ulama/Kiai yang dipandang perlu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu dengan menampilkan data

yang sifatnya kualitatif,®® dan menekankan pada pembacaan, pemahaman,

dan kaian terhadap perkembangan pemikiran (epistemologi) figh di

Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama, kemudian dilakukan analisis

untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan metode indukltif atau deduktif.

3. Sumber Data

a Sumber Primer
Ada beberapa buku yang menjadi sumber primer penelitian ini:

1. Buku “Ahkém al-Fugah&™ fi Mugarrirat al-Mu’tamarat al-Nahdlat al-
‘Ulama’ (Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan
Muktamar, Munas, dan Kombes Nahdhat al-Ulama (1926-1999),

yang diterjemahkan oleh Djamaluddin Miri, diterbitkan oleh Lajnah

% Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cetakan
XX, Januari 2010), hal. 4, dan M.Dimyati, Penelitian Kualitatif, Paradigma, Epistemologi,
Pendekatan, Metode dan Terapan, (Malang: Univeristas Negeri Malang, Februari 2000), hal. 44.
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Ta’lif wan Nasyar (LTNU) Jawa Timur bekerjasama dengan Penerbit
Diantama Surabaya.

2. Buku karya Ahmad Zahro, berjudul: Lajnah Bahtsul Masail NU 1926-
1999, Tradis Intelektual NU, diterbitkan oleh LkiS, tahun 2000, di
Yogyakarta. Buku ini juga berasal dari Disertasinya di UIN Sunan
Kali Jaga Y ogyakarta.

3. Delapan (8) buku hasil bahtsul masa'il di even Nasional NU, baik
Muktamar, Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU, maupun
Konferensi Besar (Konbes) NU dari tahun 1992 hingga 2015.

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder, dikumpulkan dari data tertulis, baik kitab, buku,
karya ilmiah atau jurnal ilmiyah, magjalah, surat kabar, yang content-nya
berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan Transformasi
Pemikiran Figh Nahdlatul  Ulama; meliputi sgjarah berdiri dan
berkembangnya NU, bentuk organisasinya, peran-peran yang dimainkan,
demikian juga sgarah tentang Lemabaga Bahtsul Masa'il NU,
Kepengurusannya, peran-perannya, dan ha-ha lain yang terkait
dengannya.
4. Pendekatan

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian sosial keagamaan, yang
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dilakukan melalui pendekatan sejarah,®® perkembangan hukum Islam (figh),
mengkaji tentang perubahan paradigma berpikir baik yang berkaitan dengan
cara pemahaman terhadap sumber utama hukum Islam yakni al-Qur’an dan
Hadits, kitab rujukan, metode istinbath, sitem pembahasan, maupun hasil-
hasil rumusan atau keputusan hukum figh dalam Lembaga Bahtsul Masa'il
NU.

Selain dari itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologi
hukum Islam dan filsafat hukum Islam. Sociology of Islamic Law (Sosiologi
Hukum Islam) yaitu kagian hukum Islam ditinjau dari aspek sgarah
sosialnya” Sedangkan Philosophy of Islamic Law (Falsafat al-Tasyri")
adalah kaidah, asas, prinsp atau aturan yang digunakan untuk
mengendalikan masyarakat 1slam, baik berupa ayat al-Qur an, hadits Nabi
Muhammad SAW, pendapat para sahabat dan tabi’in dan seterusnya,
maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat
Isam dalan rangka mencari hakekat kebenaran secara teoritis

(nazhariyyah) dan praktis (‘amaliyyah).”

5. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat kualitatif.
Teknik penelitian kualitatif adalah teknik penelitian yang berlandaskan

filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang

% Hasan Utsman, Manhéj al-Bahts al-Tarikhiy, Tim Penerjemah Depag RI, Metode Penelitian
Sgjarah, (Jakarta: Dirjen Binbagais, 1986), hal. 16.
" Dedi Ismatullah, Sejarah Sosial Hukum Islam, (Jakarta: Media Grafika, Cetakan VIII,
2012), hal. 17.
™ A.Aziz Dahlan, Ketua Editor, al-Maus(’ah al-Fighiyyah (Ensiklopedi Hukum Islam),
Jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cetakan V11, 2006), hal. 575-576.
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aamiah (naturalistic) di mana peneliti adalah sebagai istrumen kunci.
Teknik pengumpulan data dengan trianggulasi (gabungan), analisis data
bersifat induktif dan hasil penelitiannya Iebih menekankan makna daripada
generalisasi.”> Atau seperti dikatakan Lexi J. Moleong, bahwa penelitian
kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang
apa yang didami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi,
motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam
bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang aamiah
dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.” Oleh karena itu, untuk
mendapatkan data dan menggali informasi yang diperlukan, dilakukan
langkah-langkah sebagai berikut :

a Bahwa untuk tahap persigpan penelitian ini, dilakukan orientasi
pendahuluan kepustakaan, terutama menelusuri teori-teori dasar atau
karakteristik dasar organisasi masyarakat (Ormas) Islam terbesar di
Indonesia ini (NU). Segjarah kelahirannya, perkembangannya, struktur
organisasinya, prinsip-prinsip kerjanya dalam pengambilan suatu
keputusan hukum, dan data lainnya yang diperlukan.

b. Mengumpulkan data yang diperlukan berkaitan dengan penelitian ini
melalui sumber-sumber atau dokumentasi tertulis, baik kitab, buku, karya
ilmiah, surat kabar, majalah, maupun jurna kellmuan yang berhubungan
dengan penelitian.

c. Data juga dikumpulkan melalui partisipant observation di mana dalam

beberapa even Bahtsul Masa'il di tingkat Nasional baik Munas maupun

2 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,
(Bandung: Alfabeta, Cetakan XI1, Maret 2011), hal. 15.

" Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, PT Remaja Rosda Karya,
2014), hdl. 6.
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Muktamar NU, penulis hadir, mengamati, melihat dari dekat, mencatat
atau merekam suasana dan dinamika yang terjadi saat berlangsungnya
Bahtsul Masa'il.

d. Data tak tertulis lainnya juga dijaring melaui in-depth interview
(wawancara mendalam) dengan beberapa tokoh NU dan sebagian mereka
yang pernah terlibat dalam Bahtsul Masa'il atau para intelektual lainnya
yang berkompeten.

e. Untuk informasi dan data tak tertulis, disiapkan instrumen penelitian
secara khusus guna melakukan wawancara baik terstruktur maupun tidak
terstruktur.

f. Melakukan analisis terhadap data yang terkumpul dengan sistem induktif,
deduktif dan komparatif, kemudian menarik kesimpulan

g. Menuangkan hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian sesuai
dengan kaidah-kaidah, aturan dan sistem penulisan laporan penelitian

ilmiah yang sudah diatur Pascasarjana UIN Suska Riau.

6. Teknik Analisis Data
Adapun proses analisis data dilakukan dengan teknik content analysis
(analisisisi),” yakni teori penelitian yang dipelopori Harold Lasswell, yang
mempel opori teknik symbol coding. Konten analisis merupakan teknik yang
bersifat pembahasan mendalam terhadap is suatu informasi, terutama
informasi tertulis. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua

bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televis maupun

™ Mery Suestephenson, Content Analysis, alih bahasa M. Diah, Analisis Isi, (Pekanbaru: Pusat
Bahasa, 2000), hal. 21.



semua bahan dokumentasi yang lain. Hampir semua disiplin ilmu sosial
dapat menggunakan analisisisi sebagai teknik/metode pendlitian.

Untuk memahami lebih lanjut prosedur penelitian yang menggunakan
anaisis isi, Krippendorff, —memberikan gambaran mengenai tahapan-
tahapan yang ada di dalam penelitian model ini. la membuat skema
penelitian analisis isi ke dalam 6 (enam) tahapan, yaitu : Unitizing (peng-
unit-an), Sampling (pe-nyampling-an), Recording/codiing (perekaman/peng-
koda-an), Reducing (pengurangan) data atau penyederhanaan data;
Abductively Inferring (pengambilan simpulan) berdasar kepada analisa
konstruk dengan berdasar pada konteks yang dipilih; dan Narating
(penarasian) atas jawaban dari pertanyaan penelitian.

Miles dan Huberman, menyebut analisis model ini sebagai andlisis
kualitatif. Kegiatan analisis kualitatif, lebih sederhana, terdiri dari 3 aur
kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduks data, penygjian data,
dan penarikan kesimpulan atau klarifikasi.

Dalam reduks data ini terdapat proses pemilihan, penyederhanaan,
pengabstraksian dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-
catatan tertulis yang ada di lapangan. Reduks data ini merupakan suatu
bentuk analisis yang digunakan dalam rangka untuk mengamkan,
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, serta
mengorganisasikan data sehingga nantinya kesimpulan dapat ditarik secara
tepat dan diverifikasi.

Selanjutnya dalam analisis data kualitatif ada penyajian data dimana
ini berarti sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi

kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan



55

tertentu. Penygjian data kualitatif ini dapat dilakukan dalam berbagai jenis,
sehingga kemudian penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan
kemudian dapat menentukan apakah menarik kesimpulan sudah benar
ataukah terus melakukan analisis demi mendapatkan kesimpulan yang valid.

Alur kegiatan yang ketiga daam analisis data kudlitatif adalah
menarik kesimpulan atau verifikasi. Menarik kesimpulan ini dilakukan
peneliti melaui data-data yang terkumpul dan kemudian kesimpulan

tersebut akan diverivikasi atau diuji kebenarannya dan validitasnya.”

™ hitp://putrinyaperwirafisip09.web.unair.ac.id/artikel _detail-64798- diakses 18 Februari

2017.




